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BACA HAL-7

GAGAL GINJAL AKUT

Sudah 157 Korban Meninggal

Syiar IslamSyiar IslamSyiar IslamSyiar IslamSyiar Islam MimbarMimbarMimbarMimbarMimbar

Allah mengetahui apa yang
dikandung oleh setiap

perempuan, apa yang kurang
sempurna dan apa yang

bertambah dalam rahim. Dan
segala sesuatu ada ukuran di

sisi-Nya. (QS Ar Ra’ad: 8)

Ayat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari Ini

BACA HAL-7

Tarawih dua Shift
di Masjid Maroko
Casablanca, KhazanahCasablanca, KhazanahCasablanca, KhazanahCasablanca, KhazanahCasablanca, Khazanah – Maroko adalah
sebuah kerajaan Islam besar di Arika sebelah
utara. Keunikan yang bisa ditemukan di negara
Islam yang berbatasan Eropa ini adalah
pelaksanaan shalat tarawih yang dibagi menjadi
dua shift. Shift pertama dilaksanakan selesai
Shalat Isya sebanyak 10 rakaat ( tergantung

BACA HAL-7

Membumikan ABS-SBK
Oleh: H. Mas’oed Abidin

Pranata sosial budaya (social and cultural
institution)  adalah batasan-batasan perilaku
manusia atas dasar kesepakatan bersama yang
menjadi kesadaran kolektif di dalam
pergaulan masyarakat berupa seperangkat
aturan main dalam menata kehidupan
bersama (humanly devised constraints on
actions; rules of the game)

BACA HAL-7

Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) menduga produsen obat
mengganti pemasok bahan baku untuk
menyiasati harga yang mahal.
Sementara itu, Kemenkes merilis
perkembangan terbaru korban
meninggal akibat gangguan ginjal akut
sebanyak 157 orang.

“““““

Jakarta, Khazanah — Jakarta, Khazanah — Jakarta, Khazanah — Jakarta, Khazanah — Jakarta, Khazanah — Kepala BPOM
Penny Kusumastuti Lukito menduga, selama
pandemi para produsen obat mengganti
pemasok bahan baku dari farmasi ke kimia.

Perubahan tersebut tidak dilaporkan ke
BPOM, kata Penny dalam konferensi pers
virtual, Kamis (27/10).

Adapun BPOM, klaim Penny, tidak
memiliki kendali atas impor bahan baku
atau bahan tambahan yang berasal dari
pemasok zat kimia lantaran berada di bawah
Kementerian Perdagangan.

“Karena masalah harga. Kalau dari
pemasok farmasi lebih mahal dibanding
kimia yang sangat murah,” kata dia.

“Kami juga sedang menelusuri kemana
lagi bahan pelarut kimia itu diberikan atau
digunakan.”

Dalam konferensi pers yang sama, BPOM
merilis 198 obat sirup aman karena tidak
mengandung bahan pelarut yang berbahaya
seperti propilen glikol, polietilen glikol,
sorbitol, gliserin atau gliserol.

Produk obat tersebut, kata Penny, aman
dijual dan diresepkan oleh dokter setelah
melalui penelusuran badan tersebut.

Kata dia, pembaruan informasi soal obat
sirup yang dipastikan aman ini, masih akan
terus berlangsung.

Pasalnya ada setidaknya 23 obat yang
mengandung cemaran etilen glikol dan
dietilen glikol namun masih dalam batas
toleran atau di bawah batas aman.

“Ini [pembaruan data] adalah masukan
dari BPOM kepada Kementerian Kesehatan.
Untuk nanti Kemenkes yang akan
mengeluarkan surat edaran. Jadi kami terus
bergerak dengan melakukan penelitian,” ujar
Penny Lukito

“Sekaligus ini untuk rasa keadilan bagi
semua produsen bahwa produk yang dibuat
tanpa pelarut,” sambungnya.

Penny kemudian menjelaskan agar kasus
seperti ini tidak terulang kembali di masa
mendatang. Pihaknya akan memperkuat
sistem keamanan dan mutu obat.

Pertama, BPOM akan mengawasi
masuknya bahan-bahan pelarut obat sirup
yang berasal dari impor. Itu artinya
perusahaan atau produsen harus mengantongi
Surat Keterangan Impor BPOM terlebih
dahulu sebelum memasukan bahan baku
atau tambahan untuk obat.

BACA HAL-7

CALON WAWAKO PADANG

Menanti Kerelaan Partai Politik
Padang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, Khazanah —
Sudah sekitar 1,5 tahun
ruangan sisi kanan di lantai
II Balai Kota Padang di Air
Pacah Padang, tanpa
penghuni. Sebelumnya,
ruangan tersebut merupakan
tempat berkantor Wali Kota
Padang Mahyeldi. Namun,
sejak 25 Februari 2021,
setelah ia resmi dilantik
menjadi Gubernur Sumbar,
ruangan itu kosong.

Usai Mahyeldi dilantik
sebagai Gubernur Sumbar,
kursi Wali Kota Padang
secara otomatis diisi oleh
Wakil Wali Kota Hendri
Septa yang berasal dari PAN.

Hendri pun resmi dilantik
oleh Gubernur Sumbar
Mahyeldi menjadi orang
nomor satu di Ibu Kota
Provinsi Sumatera Barat itu.
Jika sebelumnya mereka

berpasangan dalam
memimpin Padang, kini
mereka sama-sama menjadi
kepala daerah satu di provinsi
dan satu di kota.

Sejak dilantiknya Hendri
Septa sebagai Wali Kota
Padang sisa masa jabatan
2019-2024 pada 7 April
2021, sudah 18 bulan atau
540 hari warga Padang tak
memiliki Wakil Wali Kota.

Mengacu Undang-
Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota, pada Pasal 176
dinyatakan, “Ketika wakil
kepala daerah berhenti
karena meninggal dunia,
permintaan sendiri, atau
diberhentikan, maka
pengisian jabatan dilakukan
melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD

Ribuan Botol Obat
Sirup Ditarik

Padang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, Khazanah — Balai Besar Pengawasan Obat
dan Makanan (BBPOM) Padang, mencatat sudah bahwa
produsesn sudah menarik dari berbagai apotek dan toko
obat Sumbar sebanyak 12 ribu botol obat-obat sirup yang
ditengarai berbahaya untuk ginjal anak.

Belasan ribu botol obat sirup tersebut adalah gabungan
dari lima jenis produk obat yang dilarang serta ditarik
peredarannya oleh BPOM pusat karena cemaran Etilen
Glikol (EG) melebihi ambang batas aman, yang diumumkan
pada 20 Oktober 2022.

“Kami terus mengawasi serta mengawal proses penarikan
lima jenis obat sirop itu dari pasar sampai sekarang, yang
sudah ditarik untuk dimusnahkan oleh produsen mencapai
12 ribu botol,” kata Kepala BBPOM Padang Abdul Rahim,
di Padang, Kamis.

Ia mengatakan penarikan dilakukan di berbagai outlet
distribusi yang ada di seluruh kabupaten atau kota di
Sumbar, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Outlet distribusi itu adalah pedagang besar farmasi,
instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah
sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri
tenaga kesehatan.

Abdul Rahim menyatakan tim BBPOM Sumbar akan
terus mengawal proses penarikan obat tersebut hingga
seluruhnya bebas dari pasaran di Sumbar.

“Belasan ribu botol yang sudah ditarik itu belum
mencakup seluruh obat yang beredar di Sumbar, oleh karena
itu kami terus mengawal serta mengawasi setiap hari,”
jelasnya.

Menurutnya obat sirup yang belum ditarik oleh produsen
masih berada di outlet, dimana pemilik atau pengelola
outlet distribusi telah menyisihkannya dari obat lain.

“Pada dasarnya pemilik outlet distribusi sudah

BACA HAL-7

400 Nama Warga Dicatut
Parpol di Pasaman Barat
Simpang Empat, KhazanahSimpang Empat, KhazanahSimpang Empat, KhazanahSimpang Empat, KhazanahSimpang Empat, Khazanah — Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat, menemukan lebih dari 400
orang yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik
saat kegiatan verifikasi faktual keanggotaan parpol calon
peserta pemilu sejak 19 hingga 27 Oktober 2022.

“Dari temuan di lapangan hingga saat ini lebih dari
400 orang itu umumnya ada pada sembilan partai politik
yang dilakukan verifikasi faktual dan mengaku tidak
memiliki kartu anggota,” kata Anggota KPU Pasaman
Barat Divisi Penyelenggaraan Pemilu Adri di Simpang
Empat, Kamis.

Ia mengatakan saat turun ke lapangan, petugas banyak
mendapat jawaban dari sampel anggota yang ditemui bahwa
mereka tidak memiliki kartu anggota dan tidak mengetahui
tergabung dalam sebuah partai politik.

“Terhadap persoalan itu maka statusnya nanti tidak
memenuhi syarat. Namun, sesuai jadwal akan ada masa
perbaikan pada 10 sampai 13 November 2022,” ujarnya.

Menurutnya, verifikasi faktual partai politik dilakukan
selama 21 hari sejak 15 Oktober hingga 4 November 2022.
Untuk verifikasi faktual pengurus telah dilakukan pada
16-18 Oktober 2022, sedangkan verifikasi faktual anggota
dilakukan sejak 19 Oktober sampai 4 November 2022.

“Verifikasi faktual anggota dengan turun ke lapangan
mengambil sampel sebanyak 2.057 orang dari sembilan

Anggota KPU Pasaman Barat Divisi Penyelenggaraan Pemilu Adri
saat melakukan verifikasi faktual partai politik, Kamis.

Balaikota Padang, hingga kini ruangan kerja Wakil Walikota masih kosong

Razia apotek oleh petugas
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SOSIALISASI 4 PILAR MPR RI DI PONPES

Alirman Minta Santri Jaga
Kedaulatan Negara

Fadly Amran Berharap BWI Berinovasi Majukan Kesejahteraan Umat

"Berwakaf tidak harus menunggu kaya
dulu. Dengan berwakaf pahala tidak
akan putus-putus," sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, perlu
strategi mengajak masyarakat berwakaf
maupun memanfaatkan dana wakaf
ini agar bisa berkembang.

"Kami berterima kasih atas
dukungan Bapak Wali Kota. Usulan
Pak Wali agar berkolaborasi dengan
usaha masyarakat seperti Sub Terminal
Maju Agribisnis Gantiang Maju
Bersama (STA GMB) merupakan

JAGA KETAHANAN PANGAN NABATI-HEWANI

Pemkab Pasbar salurkan berbagai bantuan

Painan, Khazanah - Sebanyak 150 orang
santriwan, santriwati dan orang tua Pondok
Pesantren Ashabul Kahfi Sutera, Kabupaten Pesisir
Selatan mengikuti sosialisasi 4 Pilar MPR RI,
Rabu (26/10) kemarin yang diberikan Anggota
MPR RI, Alirman Sori.

Dalam kesempatan itu, Alirman Sori mewanti-
wanti para santri, pengasuh pondok dan para
orang tua yang pada kegiatan sosialisasi 4 MPR
RI itu agar senantiasa berpegang teguh pada
negara untuk menjadikan Pancasila, UUD 1945,
NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pegangan
dan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut ditegaskan Alirman Sori,
mengingat tantangan kebangsaan semakin hari
semakin komplit dengan berbagai persoalan,
politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan
keamanan yang memerlukan ketangguhan setiap
warga negara ikut berperan aktif menjaga
kedaulatan negara dari ancaman internal dan
eksternal.

"Pondok pesantren sebagai rumah besar dalam
melahirkan insan-insan berintegritas dan berakhlak
mulia harus terus meningkatkan kualitas
pendidikan sehingga melahirkan anak-anak yang
siap bersaing secara lokal, regional, nasional
dan international," ucap Alirman Sori.

"Pondok pesantren harus menjadi pionir dalam
melahirkan lulusan yang berkualitas, unggul
dan siap berkompetisi," imbuh Senator asal
Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Alirman Sori juga menyatakan, ponpes
sebagai ujung tombak dalam mempersiapkan
lulusan santri yang berkualitas harus menunjukan
prestasinya.

"Bahwa anak-anak santri yang telah selesai
menamatkan studinya untuk mentransformasi
ilmu pengetahuannya kepada orang lain sebagai
wujud ilmu yang bermanfaat," ungkap Alirman
Sori.  ist

jagung dan padi. Sehingga nantinya
ketersediaan pangan padi dan
jagung tetap terjaga," harapnya.

Pihaknya juga saat ini
menggalakkan tanaman cabai dan
bawang bagi Aparatur Sipil Negara,
kelompok tani dan masyarakat dalam
rangka menekan angka inflasi karena
harga kebutuhan itu masih tinggi
di pasaran.

Kemudian untuk menjaga
ketahanan hewani pihaknya
menjalankan program Nasional sapi
kerbau komoditi andalan negeri
melalui program inseminasi buatan
(kawin Suntik) serta program
mengatasi gangguan reproduksi
(kemandulan ternak).

"Kita juga melakukan
pendampingan di lapangan melalui
penyuluh di seluruh kelompok tani
yang ada," katanya.

Ia menjelaskan untuk data
terakhir ternak Pasaman Barat adalah
sapi potong 20.370 ekor, kerbau
1.119 ekor, kuda satu ekor, kambing
13.877 ekor, domba 131 ekor dan
babi 296 ekor.

"Melalui berbagai program yang
dijalankan itu maka diharapkan
ketersediaan pangan hewani dapat
terjaga," harapnya.  ant

Padang Panjang, Khazanah - Wali Kota
Padang Panjang Fadly Amran berharap
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota
Padang Panjang bisa membuat inovasi
maupun terobosan guna mewujudkan
manfaat ekonomis untuk kepentingan
ibadah dan memajukan kesejahteraan
umat.

Hal tersebut disampaikan Fadly
saat pertemuan dengan jajaran
pengurus BWI yang diketuai Jupagni,
Rabu (26/10) di Rumah Dinas Wako.
BWI dikukuhkan pada 22 Agustus

lalu dan melaksanakan rapat kerja
pertama pada 1 September.

"Rencanakan strategi dan inovasi.
Apa yang jadi prioritas dan langkah
yang dilakukan. Misalkan
menggandeng sejumlah pengusaha di
Kota Padang Panjang untuk sebuah
usaha (bagi hasil) atau usaha sendiri.
Di mana keuntungannya bisa untuk
keperluan umat," sebut Fadly.

Sementara itu, Jupagni
menyampaikan, bakal mensosialisasikan
pentingnya brwakaf kepada masyarakat.

Bukittinggi, Khazanah - Musim buah durian kembali
menggeliat di Sumatera Barat, salah satu daerah
penghasilnya berada di Magek, Kamang, Kabupaten
Agam, beberapa petani Durian Montong berharap
adanya kerjasama pemasaran buah berduri itu dengan
pemerintah.

"Selama ini kami bingung dalam memasarkan,
paling hanya pedagang penampung durian yang
datang memesan setiap batang pohon hingga harga
yang kami terima bernilai rendah," kata salah seorang
petani durian, Firdaus (44) di Bukittinggi, Kamis.

Firdaus mengaku sudah memulai penanaman
pohon durian di kebun milik keluarganya di Jorong
Koto Kaciak seluas 1.800 meter persegi sejak 2012
lalu.

"Durian Montong itu spesial, penikmatnya pun
dari kalangan terbatas, untuk Sumbar apalagi Agam,
ini susah dipasarkan karena harga satunya bisa ratusan
ribu, hingga terpaksa saya jual ke Bogor, Jawa Barat
sebagai dasar makanan olahan," kata dia.

Selain karena harganya yang relatif mahal
dibanding jenis durian lainnya, Durian Montong
juga tidak banyak yang membubidayakannya
dikarenakan perawatan yang lebih rumit.

"Untuk pupuknya saja, saya memesan limbah
organik dari sisa olahan susu sapi di Keju Lasi
hingga 30 liter, selain itu proses penyerbukannya
juga dibantu oleh lebah galo-galo," katanya.

Menurutnya, hasil panen seluruh durian yang
ada di tempatnya bisa mencapai 1,5 ton setiap musim
panen.

Firdaus mengaku membubidayakan buah durian
secara otodidak dengan beberapa jenis.

"Ada Durian Lai, Durian Matahari, Durian Jantung,
Montong dan Kan Yau, khusus Kan Yau ini adalah
durian termahal dengan harga mencapai ratusan juta
rupiah, saat ini masih dalam proses pembuahan,"
katanya.

Ia berharap pemerintah setempat bisa bekerjasama
dengan petani durian lokal untuk memudahkan pasaran
yang bisa dimulai dengan perencanaan daerah
agrowisata khusus durian.

"Kami bahkan punya lahan yang bisa
dimanfaatkan nanti, saya pernah mencoba
menghubungi dari tingkat nagari dan dinas terkait,
tapi belum mendapat respon," katanya.

Ia mengaku siap bekerjasama dalam edukasi
pembibitan dan pembubidayaan buah durian hingga
Magek bisa dikenal sebagai daerah agrowisata dan
pemasaran durian unggul di Sumatera Barat.  ant

menyulitkan masyarakat memperoleh
pangan yang ada," kata Kepala Dinas
Tanaman Pangan Holtikultura dan
Peternakan Pasaman Barat Doddy
San Ismail di Simpang Empat, Kamis.

Ia mengatakan upaya dalam
menjaga ketahanan pangan nabati
itu selama 2022 ini pihaknya telah
menyalurkan bantuan benih jagung
sebanyak 73.865 ton untuk 4.925
hektare tanaman jagung.

Penyalurannya tahap untuk 100
hektare dari dana Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tahap dua untuk 825 hektare
dari Anggaran Pendapatan Belanja
Provinsi Sumbar dan tahap tiga untuk
4.000 hektare dari APBD Provinsi
Sumbar.

"Totalnya untuk penyediaan bibit
jagung sebanyak 73.865 ton untuk
4.925 hektare," katanya.

Kemudian telah disalurkan benih
padi sebanyak 67.500 ton untuk
2.700 hektare lahan sawah. Dengan
rincian tahap satu untuk 1.000
hektare dari APBN dan tahap dia
1.700 hektare dari APBD Provinsi
Sumbar.

"Dengan adanya bantuan ini
maka diharapkan memudahkan
masyarakat dalam memperoleh bibit

masukan yang penting untuk kami
tindak lanjuti," ujarnya.

Wakaf, sebut Jupagni, harta yang
diberikan seorang muslim kepada Allah
SWT dan menjadi milik bersama. "Wakaf
ini pokoknya tidak boleh habis. Tahan
pokoknya, sedekahkan manfaatnya. Wakaf
menjadi dana abadi umat," tuturnya.

Turut hadir, Staf Ahli SDM dan
Kemasyarakatan, Yas Edizarwin, S.H
dan Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat (Kesra) Setdako, Erwina Agreni,
M.Si.   paulhendri

Walikota Padang
Panjang Fadly Amran
dan BWI saat diskusi
di ruang kerjanya
kemarin

DI MAGEK AGAM

Petani Durian Montong
Berharap Perhatian

Pemerintah

Simpang Empat, Khazanah -
Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat, terus berupaya menjaga
ketahanan pangan nabati dan
hewani dengan menyalurkan

sejumlah bantuan benih padi, jagung
dan ternak kepada masyarakat.

"Sesuai arahan pemerintah pusat
ketahanan pangan nabati dan hewani
harus tetap dijaga agar tidak

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman
Barat Doddy San Ismail (tengah) bersama Wakil Bupati Pasaman Barat
Risnawanto meninjau tanaman cabe masyarakat di Talu Kecamatan
Talamau beberapa waktu lalu. (Antara/Atas Maulana).

Anggota MPR RI, Alirman Sori ketika berikan materi sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Ponpes Ashabul Kahfi Sutera, Rabu (26/10)
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Sumpah Pemuda
Anak-Anak Muda
dan Masa Depan

Ketika memasuki era milenial, arti Sumpah Pemuda tak hanya
sekadar ucapan untuk memperteguh ikatan kebangsaan, namun
lebih dari itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk
mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dari sebuah komitmen.

Ketika era media sosial dan banjir informasi melanda semua
kalangan saat ini, komitmen dasar persatuan bangsa yang diucapkan
dalam bentuk Sumpah Pemuda bisa menjadi pijakan untuk
menghadapi ekses negatif dari kemajuan teknologi dan penyebaran
informasi.

Ikrar untuk membangun satu Tanah Air, berbangsa satu dan
memiliki bahasa persatuan masih relevan untuk menghadapi masalah
kekinian seperti penyebaran berita bohong (hoax) dan juga maraknya
ujaran kebencian yang mempengaruhi relasi sosial antaranggota
masyarakat.

isi sumpah pemuda  bisa menjadi modal kuat untuk
mempertahankan dan melindungi persatuan bangsa dari berbagai
rongrongan yang ada. Meski sumpah pemuda diucapkan puluhan
tahun yang lalu, namun anak muda saat ini tetap bisa memaknainya
sebagai sebuah komitmen persatuan.

Ketika penyebaran berita bohong dan penggunaan ujaran
kebencian marak terjadi di masyarakat, Rangga mengatakan seharusnya
dengan penggunaan teknologi kekinian, orang muda bisa berperan
mencegah dampak merusak dari perkembangan teknologi informasi
tersebut.

Generasi seharusnya aktif menumbuhkan kesadaran persatuan
dan nilai kebangsaan dengan memanfaatkan perangkat teknologi
yang ada saat ini. Gawai, internet dan berbagai macam “tools”
yang akrab digunakan oleh anak muda, bisa menjadi senjata yang
ampuh untuk merajut persatuan dan bukan alih-alih menggunakannya
sebagai penyebar kebencian dan berita bohong.

Penggunaan perangkat komunikasi berbasis teknologi informasi
efektif sebagai sarana untuk menggalang pemahaman tentang nilai
kebangsaan dan persatuan. Tak hanya menggunakan perangkat
digital, generasi muda juga harus mengembangkan pemikirannya
dengan terus mengkonsumsi pengetahuan berbasis kemauan membaca.

Tanpa budaya literasi maka landasan pengetahuan yang digunakan
untuk menyebarkan informasi yang benar dan memfilter informasi
yang salah tidak akan kuat.

Kemauan untuk membaca dan melakukan pengayaan pengetahuan
menjadi hal yang penting saat ini.

Selain tantangan untuk melawan penyebaran berita bohong
dan juga ujaran kebencian, kaum muda saat ini juga dihadapkan
dengan godaan pragmatisme dan ketidakpedulian terhadap kondisi
bangsa.

Pandangan pragmatis tumbuh ketika sebagian kaum muda melihat
penggunaan jalan pintas untuk mendapatkan apa yang diinginkan
baik materi maupun hal-hal lain yang menjadi kebutuhan mereka.

Kita kerap mendapati anak muda, berpandangan untuk sekolah
di luar negeri dan kemudian melepaskan identitasnya sebagai orang
Indonesia dengan berpindah kewarganegaraan hanya karena merasa
apatis dengan kondisi bangsa.

Beberapa diantara mereka yang beeperilaku seperti itu mengatakan,
buat apa kembali ke Indonesia (setelah studi-red), di sana aja
kerja sudah enak, toh di sini negara tidak memberi apa-apa juga.

Pandangan apatis itu, timbul salah satunya juga karena maraknya
informasi tentang hal-hal buruk yang terjadi di dalam negeri seperti
korupsi, kejahatan dan aneka permasalahan sosial. Padahal,  ada
banyak berita baik tentang capaian prestasi anak-anak muda Indonesia.

Kesimpulannya generasi harus memiliki kemampuan menghadapi
masalah yang timbul akibat globalisasi. Salah satu modal yang
harus dimiliki oleh generasi muda adalah nasionalisme. Perlu dibangun
kesadaran rasa nasionalisme untuk membangun bangsa ini.

Tantangan saat ini yang dihadapi generasi muda tidak mudah,
selain perubahan sikap akibat globalisasi, maka juga ancaman
penyalahgunaan narkotika dan radikalisasi.

P.A.T.I
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Penting, Menjaga Daya
Beli Masyarakat
Oleh: M. Razi Rahman

kuantitas dan kualitas sektor ketenagakerjaan
serta kemampuan daya beli atau konsumsi
yang dimiliki masyarakat.

Herman Khaeron mengingatkan bahwa
di era Presiden SBY, pertumbuhan rata-rata
6-7 persen, sedangkan saat ini pertumbuhan
rata-rata 4-5 persen.

Politikus Partai Demokrat itu
mengingatkan, saat ini Indonesia menghadapi
kondisi bonus demografis di mana warga
usia produktif dan angkatan kerja begitu
besar.

Namun, lanjutnya, bila ternyata
pertumbuhannya tidak memadai dalam
menampung lapangan pekerjaan bagi
pertumbuhan angkatan kerja, maka akan timbul
permasalahan.

Ia memaparkan sejumlah persoalan yang
dapat timbul antara lain adalah meningkatnya
pengangguran di tengah masyarakat.

Kemudian, ujar dia, bila daya beli menurun
maka hal tersebut akan berdampak kepada aspek
konsumsi domestik padahal hampir 50 persen
penopang pertumbuhan adalah dari sektor
konsumsi.

Kabar baik memang acap kita dengar tentang
‘membaiknya’ ekonomi nasional padahal di
lapangan beda. Tahun 2017 misalnya, Bappenas
menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017
secara tahunan dapat melampaui proyeksi dari
Bank Pembangunan Asia (Asian Development
Bank/ADB) yang sebesar 5,1 persen.

Sedangkan dalam publikasi ekonomi Asian
Development Outlook (ADO) 2017, ADB
memproyeksikan ekonomi Indonesia masih
mengalami penguatan dan berpotensi tumbuh
sebesar 5,1 persen pada 2017 serta 5,3 persen
pada 2018. Tapi apa yang hari ini terjadi?

Terkait sektor ketenagakerjaan, para
pemangku kepentingan di Indonesia sebaiknya
untuk mengubah basis pembangunan dari
mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA)
beralih kepada pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM).

 Perubahan perilaku
Adalah hal yang keliru bila ada anggapan

bahwa saat ini tingkat daya beli masyarakat
menurun, karena yang sebenarnya terjadi adalah
perubahan perilaku konsumsi warga.

Berkaitan dengan daya beli, Faisal Basri
pernah menulis, bahwa daya beli tidak turun
tetapi yang terjadi adalah perubahan perilaku,
kekhawatiran terhadap daya beli adalah tidak
benar.

Perubahan perilaku tersebut antara lain
karena semakin banyak orang yang memilih
menyimpan penghasilan yang dimiliknya.

Bahwa pemerintah sudah menunjukkan
kinerja yang optimal dalam situasi
perekonomian melambat sehingga perlu untuk
diapresiasi.

Pemerintah memang telah mengeluarkan
berbagai kebijakan yang diperlukan dalam
rangka menjaga hingga meningkatkan daya
beli masyarakat.

Bila kebijakan itu dijalankan dengan
seksama dan konsisten, maka diharapkan
kegiatan perekonomian di masyarakat juga
semakin bergairah dan berdampak semakin
positif pada perekonomian nasional secara
keseluruhan.

Membangun Budaya Antikorupsi dari Desa
Oleh: Benardy Ferdiansyah

Pasal 6 butir a Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melakukan tindakan-tindakan pencegahan
supaya tidak terjadi korupsi.

Dalam mengemban tugas pemberantasan
korupsi, KPK telah menerapkan program trisula
pemberantasan korupsi, yaitu melalui strategi
pendidikan, strategi pencegahan, dan strategi
penindakan.

KPK menjalankan strategi tersebut secara
simultan agar pemberantasan korupsi berjalan
efektif dengan melakukan kolaborasi bersama
berbagai pemangku kepentingan, yakni antar-
aparat penegak hukum (APH), kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD
serta seluruh elemen masyarakat.

Dengan strategi pendidikan, KPK mengajak
seluruh lapisan masyarakat dan seluruh elemen
anak bangsa berperan serta dalam
pemberantasan korupsi.

Adapun wujud peran serta masyarakat
tersebut antara lain menanamkan pada diri
sendiri dan keluarga untuk tidak korupsi,
berperan menjadi penyuluh antikorupsi yang
dapat membantu menyebarkan nilai-nilai
integritas di masyarakat, dan berperan menjadi
pelapor atau pemberi informasi jika melihat
atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana
korupsi di sekitarnya.

Direktorat Pembinaan Peran Serta
Masyarakat KPK pun mendorong inisiatif
masyarakat secara luas untuk dapat
berpartisipasi aktif dalam pemberantasan
korupsi, salah satunya melalui program
pembentukan desa antikorupsi.

Tujuan desa antikorupsi
Tujuan program pembentukan desa

antikorupsi oleh KPK, yaitu menyebarluaskan
tentang pentingnya membangun integritas
dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah
dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana
pemerintahan desa yang berintegritas, dan
memberikan pemahaman serta peningkatan
peran serta masyarakat desa dalam upaya
mencegah dan memberantas korupsi.

Program desa antikorupsi telah dimulai
pada Desember 2021 di mana Desa

Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) terpilih sebagai
desa percontohan antikorupsi.

Kemudian, di tahun 2022 program desa
antikorupsi dilanjutkan dengan terpilihnya
10 desa calon percontohan desa antikorupsi.
Desa tersebut adalah Desa Kamang Hilla,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa
Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau,
Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan
setersusnya.

Penetapan dan peresmian desa
antikorupsi terpilih yang dilakukan pada
November 2022 mendatang.

Sementara itu, untuk pembentukan desa
antikorupsi tahun 2023, KPK telah
menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor)
di Jakarta pekan lalu yang diikuti para
sekretaris daerah, inspektur, dan kepala dinas
pemberdayaan masyarakat desa dari 22
provinsi yang desanya akan diusulkan
menjadi percontohan desa antikorupsi di
tahun 2023.

Mengambil tema “Berawal Dari Desa
Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari
Korupsi” para peserta tersebut diberikan
materi pembekalan awal tentang
pemberdayaan desa antikorupsi,
pengelolaan keuangan desa, dan indikator
desa antikorupsi dan metode penilaian.

Kegiatan itu menjadi awal rangkaian
kegiatan pembentukan desa antikorupsi
tahun 2023.

Melalui rakor tersebut, KPK ingin
menyamakan persepsi dengan para
pemerintah daerah baik di provinsi maupun
kabupaten yang daerahnya akan menjadi
percontohan desa antikorupsi. Untuk
mengentaskan kemiskinan harus dilakukan
langkah cepat dan tepat untuk memperbaiki
beberapa hal.

Alasan pembentukan
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan
salah satu alasan pembentukan desa
antikorupsi lantaran tindak pidana korupsi
sudah menjalar hingga ke tingkat desa.
Data KPK memperlihatkan, sejak tahun

2012 hingga tahun 2021 tercatat ada 601
kasus korupsi dana desa di Indonesia dan
menjerat 686 kepala desa.

KPK mencatat dari tahun 2015-2022,
sebanyak Rp470 triliun dana desa telah
digelontorkan oleh pemerintah pusat dengan
harapan bisa digunakan untuk memajukan
desa, meningkatkan kesejahteraan,
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
perekonomian masyarakat desa.

Namun, hingga saat ini hal tersebut belum
berjalan sesuai harapan, karena berdasarkan
data yang dikantongi KPK sebanyak 12,29
persen masyarakat desa masih terjebak dalam
kemiskinan.

Firli menilai, belum baiknya pengetahuan
dan tata kelola sistem desa yang
memunculkan celah korupsi menyebabkan
masih tingginya angka kemiskinan tersebut.
Pembangunan pun menjadi terhambat dan
masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari
dana desa.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan
dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan
Wardiana mengungkapkan sejumlah faktor
menjadi tantangan untuk kemajuan sebuah
desa seperti minimnya partisipasi masyarakat
di desa dalam mengawasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
pembangunan, dan perencanaan.

Selanjutnya, kurangnya wadah untuk
menyalurkan pendapat atau pengaduan serta
pemahaman aparat desa terkait gratifikasi
dan konflik kepentingan. Faktor lainnya ialah
semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum
adat yang ada di desa.

KPK mengungkapkan modus korupsi dana
desa yang seringkali ditemukan adalah
penggelembungan anggaran, kegiatan atau
proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan,
dan penyalahgunaan anggaran.

Desa memiliki posisi penting dalam
mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
Pembentukan desa antikorupsi diharapkan
dapat membangun budaya antikorupsi dari
masyarakat desa, kemudian menyebar ke
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mulai
kabupaten/kota hingga provinsi.

Anggota DPR Amerika Serikat Kevin
Brady pernah menyebut, bila kebijakan
berfokus untuk menjaga daya beli, maka
dampaknya adalah menjaga kondisi
perekonomian baik dari inflasi maupun deflasi,
serta menjadi dasar kekuatan ekonomi.

Sejumlah pejabat dari berbagai negara
maju memang memahami pentingnya bagi
sebuah pemerintahan dalam menjaga daya
beli warganya.

Hal itu karena dipahami bila daya beli
di suatu lokasi melemah, maka aktivitas
perekonomian di daerah tersebut juga akan
melambat dan melesu.

Akibatnya, di kawasan tersebut dapat
tercipta sebuah stagnasi ekonomi yang dapat
membuat peredaran uang tidak berjalan
dengan baik dan aktivitas perdagangan juga
bisa menjadi tidak bergairah.

Untuk itu, peneliti lembaga Wiratama
Institute Muhammad Syarif Hidayatullah
menginginkan pemerintah agar dapat
menyoroti daya beli masyarakat dalam rangka
menggairahkan perekonomian nasional.

Syarif berpendapat, stagnannya tingkat
upah selama beberapa tahun terakhir, lapangan
pekerjaan baru yang mulai didominasi oleh
pekerjaan setengah menganggur, hingga inflasi
pangan yang masih relatif tinggi, bakal
menggerus daya beli masyarakat.

Selain itu, tambah dia, perlambatan
perekonomian, permasalahan ekonomi global,
menyebabkan ketidakpastian untuk kalangan
menengah atas, sehingga ekspektasi ekonomi
ke depan dinilai kurang baik.

Senior Associate Director Research Colliers
International Ferry Salanto menyatakan,
pemerintah perlu memerhatikan kebijakan
dalam rangka meningkatkan daya beli
masyarakat karena hal tersebut dinilai sangat
penting sebagai upaya untuk melesatkan
kinerja ritel yang saat ini dinilai sedang melesu.

Hal tersebut, ujar dia, karena saat tingkat
kebutuhan meningkat tidak diiringi oleh
peningkatan tingkat penghasilan yang setara
untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup.

Menurut Ferry, berdasarkan sejumlah
kajian seperti dari Nielsen, konsumen ritel
saat ini sudah mulai melakukan pengiritan
dengan menurunkan biaya untuk kebutuhan
tersier atau sekunder.

Sebagaimana diketahui, pemerintah
pernah memutuskan tarif dasar listrik (TDL)
tidak akan naik hingga akhir tahun 2017.

Menurut Menteri ESDM (ketika itu)
Ignasius Jonan, yang menjadi pertimbangan
utama atas keputusan tersebut adalah terkait
menjaga daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan
menilai penutupan dua gerai Matahari
Department Store di Pasaraya Blok M dan
Pasaraya Manggarai bukan karena
menurunnya daya beli masyarakat,
melainkan upaya efisiensi perusahaan.

Meski kedua gerai tutup, kondisi ritel
masih terbilang bagus karena kinerja
Matahari Department Store dari tahun ke
tahun (year on year) menunjukkan
peningkatan pendapatan.

Menurut kita, penutupan gerai Matahari
tidak membuat kondisi ritel terpuruk, karena
harus dilihat dari pembukuan tahunan yang
menunjukkan peningkatan pendapatan dan
laba bersih “year on year” (y-o-y).

Kita mengakui jika pusat perbelanjaan
di beberapa lokasi sepi karena ada
pergeseran minat masyarakat yang fokus
di kawasan Sudirman, SCBD hingga
Thamrin untuk lokasi utama belanja.

Kualitas-kuantitas
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII

DPR RI Herman Khaeron menyatakan,
langkah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi perlu memperhatikan aspek
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Reses Perorangan

Asri Bakar Jemput Aspirasi Masyarakat Kuriman

Padang, Khazanah- Tim Opsnal Unit
Reskrim Polsek Lubuk Begalung
meringkus seorang pelaku pencurian
motor di Dusun Baru, Kecamatan
Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh,
Provinsi Jambi, Sabtu (22/10) lalu.

Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol
Harry melalui Kasi Humas Polresta
Padang, Ipda Yanti Delfina mengatakan,
tersangka HD (42) melakukan aksi
pencuriannya di depan Kedai Nasi
Yobana di kawasan Lubuk Begalung.

“Penangkapan tersangka dibantu
kepolisian setempat berdasarkan laporan
polisi nomor LP/B/25/X/2022/UNIT
RESKRIM/POLSEK LUBEG/
POLRESTA PADANG/POLDA
SUMBAR,” kata Ipda Yanti Delfina,
Rabu (26/10).

Yanti mengatakan, tak berselang
lama usai pelaku beraksi, petugas
langsung menuju TKP dan didapati
informasi nama diduga tersangka, serta
keberadaan pelaku di daerah Simpang
III Sipin, Kota Jambi.

Tak menunggu lama, petugas
langsung bergerak ke daerah Kota
Jambi dan langsung menuju lokasi
Simpang III Sipin, di mana pelaku
bersembunyi di rumah orang tuanya.

Saat digerebek, petugas mendapati
pelaku sedang tertidur di sebuah kamar
di dalam rumah orang tuanya tersebut.

“Saat ditangkap, tersangka mengakui
perbuatannya dan kemudian dibawa

Pencuri Motor di Padang Dibekuk di Jambi

Uangnya untuk Main Judi Slot

kita jemput lagi.
Peranan warga masyarakat sangat

diharapkan, jadi kalau bersama warga
masyarakat panorama baru untuk
membangun bersama-sama, dan warga
masyarakat tentunya juga harus bersedia
menerima kami di panorama baru, sehingga
dapat menyatu dan melebur pada kelompok-
kelompok masyarakat, ungkap Asri Bakar
politisi fraksi Gerindra.

Mengenai reses perorangan Asri Bakar
yang menjemput aspirasi masyarakat tentang
objek wisata alam, wisata tanaman hias,
wisata kuliner, bedah rumah, jalan lingkungan
dan lainnya. Mendapat tanggapan dari Asrida
pensiunan PNS yang mempunyai kegemaran
menanam tanaman hias, Asrida dipercaya
menjadi ketua kelompok tanaman hias
daerah Kuriman Kelurahan Puhun Pintu
Kabun Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, mengatakan sejak pensiun PNS
dikembangkan penanaman tanaman hias.
Diakuinya sejak kecil memang gemar dengan
menanam tanaman hias.

Lebih lanjut disampaikannya, selain
objek wisata panorama baru, bermacam-
macam tanaman-tanaman hias ini dapat
juga menjadi objek kunjungan wisatawan
yang datang di kampung Kuriman, pada
beberapa waktu lalu mahasiswa Universitas
Andalas (Unand) Kota Padang bersama dinas
pertanian Kota Bukittinggi mengunjungi
tempat kelompok tanaman hias, dan juga
dari politeknik Payakumbuh mengunjungi
rumah Asrida.

Dikarenakan pendanaan untuk menanam
tanaman hias masih kekurangan, tentunya
dengan harapan adanya bantuan dari
Pemerintah Daerah maupun dana pokok
pikiran anggota DPRD Kota Bukittinggi.
Maksudnya dapat lebih mengembangkan
lagi tanaman hias nantinya, pungkas
Asrida. (Iwin SB)

ke Polres setempat untuk dimintai
keterangannya,” jelas dia.

Dari pengakuan tersangka, kata
Yanti, dia mengakui perbuatannya
dengan sengaja melakukan pencurian
terhadap satu unit sepeda motor merek
Honda Beat Street warna hitam di depan
Kedai Nasi Yobana di kawasan Lubuk
Begalung.

“Sebelum beraksi, tersangka melihat
kunci motor itu tergantung di stop
kontak, lalu tersangka langsung
menaiki dan membawa kabur sepeda
motor itu ke daerah Surian, Kabupaten
Solok untuk dijual seharga Rp1,7 juta,”
bebernya.

Usai diinterogasi, kata Yanti,
tersangka langsung digelandang ke
Mapolsek Lubuk Begalung untuk
dilakukan pemeriksaan secara intensif.

“Dari tangan tersangka, petugas
menyita barang bukti satu buah dompet
warna cokelat merek Levis yang
merupakan hasil dari kejahatan menjual
sepeda motor tersebut,” ujarnya.

Yanti menjelaskan, uang hasil dari
penjualan motor yang dicuri, digunakan
pelaku untuk membeli dompet, membeli
narkotika jenis sabu, hingga untuk
bermain judi slot dan berfoya-foya.

“Tersangka menjual sepeda motor
hasil curiannya dan uangnya digunakan
tersangka untuk berfoya-foya, membeli
narkoba serta main judi slot,”
pungkasnya.(*/faisal)

BANTU IURAN KOMITE SMA DAN HONOR GURU TIDAK TETAP

Bukittinggi Anggarkan Rp12 M

Bukittinggi, Khazanah- Sejak awal tahun
2022, Pemko Bukittinggi telah
menganggarkan Bantuan Keuangan
Khusus (BKK) dan dana hibah sebesar
Rp12 miliar untuk membayar iuran
komite bagi pelajar dan honor guru tidak
tetap (GTT) di seluruh SMA negeri di
kota itu.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar
menjelaskan, masalah ekonomi memang
mempengaruhi segala aspek. Untuk itu,
Pemko juga berupaya menciptakan
program-program yang pro dengan
kerakyatan, khususnya membantu
ekonomi masyarakat.

“Sejak awal 2022, kami di Pemko
telah buat kebijakan membantu
masyarakat Bukittinggi, khususnya pelajar,
untuk tidak lagi membayar uang komite
sekolah,” kata Erman, Rabu (26/10).

Dengan demikian, kata dia, para pelajar
mendapatkan hak-haknya dan tidak
mengganggu proses pembelajaran mereka
di sekolah. Selain itu, honor guru tidak
tetap di SMA negeri di kota itu juga
terbantu.

Dia merinci, selama tahun 2022,
pihaknya telah mengalikasikan anggaran
untuk SMA, SMK dan SLB negeri dan
swasta sebesar Rp12.186.280.000.

Di mana, untun sekolah negeri, dana
itu diserahkan kepada Pemprov Sumbar
sebesar Rp8.520.000.000 untuk
diteruskan kepada sekolah negeri di
Bukittinggi guna pembayaran iuran
komite dan juga honor serta THR 117
orang guru tidak tetap (GTT).

“BKK dilaksanakan dengan kerja
sama antara Pemko Bukittinggi dengan
Pemprov Sumbar, yang mana dana tahap
I telah ditransfer ke Pemprov Sumbar
pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar
Rp6.419.250.000,” tutur dia.

Dana itu, kata Erman, untuk
kebutuhan selama 9 bulan dan kemudian

Para Mantan Kapolri
‘Turun Gunung’

Jakarta, Khazanah– Sejumlah mantan Kapolri turun gunung. Mereka bersama-
sama menyambangi Mabes Polri guna menggelar pertemuan dengan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (27/10).

Mantan Kapolri tahun 2001, Dai Bachtiar menyebut, kehadirannya
bersama para mantan Kapolri lainnya karena merasa terpanggil oleh peristiwa
yang akhir-akhir ini terjadi.

“Jadi kehadiran kami para ke Mabes Polri ini terpanggil tentu dengan
situasi yang kita sama-sama prihatin adanya peristiwa,” kata Dai kepada
wartawan.

“Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan
masukan terutama pada peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini,” imbuhnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diadakan untuk memberikan dorongan
moril agar anggota Polri tetap dapat semangat dan bertindak rasional.

Selain itu, ia mengaku pihaknya juga memberikan sejumlah masukkan
yang sekiranya perlu dilakukan Polri untuk kembali meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

“Sehingga apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya dapat
dijalankan oleh Polri,” jelasnya.

Tujuh mantan Kapolri yang tampak hadir adalah Jenderal (Purn) Dai
Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn)
Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal (Purn) Soetanto,
Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Sebagaimana diketahui, kasus besar di Polri terjadi secara beruntun
dan menyeret sejumlah jenderal atau petinggi Polri. Beberapa di antaranya
adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh eks Kadiv
Propam Polri Ferdy Sambo.

Tak berselang lama, kasus yang melibatkan polisi dan membuat 135
orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Malang membuat beberapa
polisi dicopot dari jabatannya. Salah satu perwira tinggi yang dicopot
di kasus itu adalah Kapolri Jawa Timur Nico Afinta.

Tak berhenti sampai di situ, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy
Minahasa terlibat kasus jual beli narkoba. Kasus itu terkuak saat Teddy
yang berpangkat Irjen itu akan dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur.

Sebelum itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan
seluruh pejabat utama Polri, Kapolda, dan Kapolres di Istana Negara,
Jumat (14/10).

Selama kurang lebih 15 menit Jokowi memberikan arahan kepada
Korps Bhayangkara. Di antaranya soal gaya hidup mewah anggota, tingkat
kepercayaan publik yang menurun, hingga kasus pembunuhan berencana
oleh Ferdy Sambo Cs.(*/faisal)

Sejumlah Daerah di Tanah Datar Masih Blankspot

Batusangkar, Khazanah- Kebutuhan
jaringan telekomunikasi untuk
berkomunikasi maupun untuk kebutuhan
jaringan internet semakin tinggi. Baik
untuk kebutuhan pendidikan, UMKM,
ekonomi, pariwisata dan kebutuhan
lainnya.

Di Kabupaten Tanah Datar, masih
terdapat daerah-daerah yang blankspot
atau tidak ada sinyal telekomunikasi sama
sekali. Hal itu tentu menjadi kendala
bagi masyarakat yang sangat
membutuhkan.

Guna mengatasi permasalahan
tersebut, serta upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat dan tidak ada lagi blankspot
di Tanah Datar, Bupati Eka Putra
menyambangi PT Telekomunikasi Selular
Regional Network Service Assurance
Sumbagteng di Kota Pekanbaru Provinsi
Riau, Rabu (26/10).

Eka Putra mengatakan, saat ini di
Tanah Datar masih terdapat daerah-daerah
blankspot atau tidak bersinyal. Hal itu

membuat masyarakat susah untuk
berkomunikasi dengan handphone.

Bahkan, kata Eka, para pelajar yang
belajar daring atau mencari tugas di
internet sulit, bahkan ada yang rela naik
ke lokasi-lokasi yang tinggi seperti
perbukitan hanya untuk mendapatkan
sinyal.

“Di Tanah Datar seperti Nagari Sungai
Patai, Kecamatan Sungayang, Sungai
Salak, Nagari Koto Tangah, Kecamatan
Tanjung Emas dan di Jorong Mawar,
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau
Buo Utara serta beberapa wilayah lainnya
masih terdapat blank spot. Untuk itu
kita berupaya agar itu tidak ada lagi,”
ujarnya.

Eka berujar, jika di Tanah Datar untuk
provider Telkom cukup tinggi. Hal ini
terlihat saat event pacuan kuda yang
dipadati pengunjung, pada saat itu selama
dua hari alek pacuan jaringan sempat
lemot dan tidak bisa digunakan saking
banyaknya pengguna internet saat itu.

General Manager Network Service
Assurance Sumbagteng Telkomsel, Artha
Abimanyu mengatakan jika untuk daerah
Sungai Patai dan Sungai Salak Tanjung
Emas sudah masuk program PT
Telekomunikasi Seluler melalui program
reguler.

Bahkan perusahaannya juga
menawarkan kerja sama kepada daerah
seperti penyediaan tower oleh pemda
ataupun badan usaha lainnya, sementara
peralatan dan provider dari PT
Telekomunikasi Seluler.

Artha menegaskan bahwa PT
Telekomunikasi Seluler akan selalu siap
mendukung event-event besar di Tanah
Datar, mengingat itu akan melibatkan
banyak orang yang berinteraksi dan
kebutuhan jaringan internet tinggi
sehingga sering lemot.

“Kami berharap pihak pemda
memberitahu pihak telkom jika ada
event-event besar yang akan digelar
seperti kalender event,” sebut dia.

Dikatakannya dari hasil survei PT
Telekomunikasi Seluler tentang
ketersediaan jaringan telekomunikasi
seluler di Tanah Datar masih terdapat
lokasi yang belum terjangkau seperti
di Nagari Koto Tangah, Nagari Sungai
Patai, Nagari Lawang Mandahiling, Nagari
Lubuk Jantan dan Nagari Tanjung Bonai.

Sementara coverage to population
Telkomsel di Tanah Datar mencapai 93%,
dengan 3 kecamatan coverage to
population terendah yaitu Kecamatan
Batipuh Selatan 78,92%, Lintau Buo
Utara 90,4%, dan Sungai Tarab 92,35%.
n faisal

Bukittinggi, Khazanah- Asri Bakar,SH
anggota DPRD Kota Bukittinggi periode
2019-2024 melakukan reses perorangan
masa sidang I tahun 2022/2023 dapil
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
berlangsung di halaman sekolah dasar
kampung Kuriman Kelurahan Puhun Pintu
Kabun Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, dihadiri SKPD terkait, Ninik
Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang,
dan ratusan warga masyarakat sekitar
Panorama Baru.

Dikatakan Asri Bakar kepada wartawan
Khazanah, bahwa yang disampaikan warga
masyarakat panorama baru berkaitan dengan
kedepannya bagaimana panorama baru ini
akan lebih bagus dan baik, karena
pembangunannya mempunyai suatu potensi
yang hebat di bidang pariwisata, pertanian,
dan bidang lainnya. In syaa Allah mudah-
mudahan bersama-sama dengan masyarakat,
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan
DPRD, akan lebih baik lagi daerah panorama
baru, ucapnya.

Daerah panorama baru adalah daerah
potensial, karena daerahnya menunjang
untuk pariwisata dan pertanian tidak kalah

dengan tempat-tempat lainnya. Daerah ini
dapat dijadikan objek wisata, alam, wisata
kesehatan, wisata tanaman hias, wisata kuliner,
sehingga dapat menambah pendapatan
ekonomi warga masyarakat sekitar objek
wisata panorama baru. Apa yang disampaikan
kepala dinas pariwisata ekonomi kreatif
yang diwakilkan kepala bidang, itu sangat
bagus, yaitu harus dikembangkan kelompok
sadar wisata (pokdarwis) panorama baru.

Asri Bakar mengajak semua warga
masyarakat panorama baru untuk bersama-
sama membangun, kemungkinan jika ada
investor yang bermurah hati untuk
bekerjasama meningkatkan pengembangan
objek wisata panorama baru, ini dapat kita
terima, ya tentunya dengan ketentuan
kearifan lokal daerah ini.

In syaa Allah kami akan memberikan
bantuan dana pokok pikiran (pokir) tahun
2023 sebanyak Rp500 juta untuk daerah
panorama baru, kegunaan renovasi mushola
menjadi lebih representatif lengkap dengan
gedung untuk anak-anak menghafal Al-
quran (hafidz), pendidikan, bedah rumah,
jalan lingkungan dan mana yang
ketinggalan-ketinggalan selama ini, akan

Pemprov Sumbar meneruskan dana
tersebut ke sekolah-sekolah.

“Selanjutnya, nanti diberikan untuk
tahap II (kebutuhan 3 bulan) dengan
anggaran Rp2,1 miliar lebih,” jelasnya.

Sementara, untuk sekolah swasta,
BKK ini dilaksanakan oleh Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kota Bukittinggi yang disalurkan ke
sekolah swasta melalui mekanisme hibah.
Penganggaran dana itu, langsung

diberikan untuk 12 bulan.
“Untuk SMA, SMK dan SLB Swasta,

kita telah anggarkan sebesar
Rp3.654.280.000, melalui mekanisme
hibah Pemko. Dana itu juga untuk iuran
komite, honor dan THR GTT,” katanya.

“Sehingga secara keseluruhan Pemko
Bukittinggi telah anggarkan Rp12 miliar
lebih untuk bantuan iuran komite, honor
guru tidak tetap (GTT) dan juga THR untuk
GTT,” sambung dia mengakhiri. n faisal
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BBPOM SUMBAR BERGERAK

Belasan Ribu Botol Obat
Sirup Terlarang Ditarik

TEKAN INFLASI
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Padang, Khazanah - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Padang, mencatat obat sirop terlarang yang sudah
ditarik produsen dari pasar hingga saat ini mencapai 12 ribu
botol.

Belasan ribu botol obat sirup tersebut adalah gabungan dari
lima jenis produk obat yang dilarang serta ditarik peredarannya
oleh BPOM pusat karena cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi
ambang batas aman, yang diumumkan pada 20 Oktober 2022.

"Kami terus mengawasi serta mengawal proses penarikan lima
jenis obat sirop itu dari pasar sampai sekarang, yang sudah ditarik
untuk dimusnahkan oleh produsen mencapai 12 ribu botol,"
kata Kepala BBPOM Padang Abdul Rahim, di Padang, Kamis.

Ia mengatakan penarikan dilakukan di berbagai outlet distribusi
yang ada di seluruh kabupaten atau kota di Sumbar, termasuk
di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Outlet distribusi itu adalah pedagang besar farmasi, instalasi
farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas,
klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan.

Abdul Rahim menyatakan tim BBPOM Sumbar akan terus
mengawal proses penarikan obat tersebut hingga seluruhnya
bebas dari pasaran di Sumbar.

"Belasan ribu botol yang sudah ditarik itu belum mencakup
seluruh obat yang beredar di Sumbar, oleh karena itu kami terus
mengawal serta mengawasi setiap hari," jelasnya.

Menurutnya obat sirup yang belum ditarik oleh produsen
masih berada di outlet, dimana pemilik atau pengelola outlet
distribusi telah menyisihkannya dari obat lain.

"Pada dasarnya pemilik outlet distribusi sudah mengetahui
larangan terhadap lima jenis obat sirup ini dan telah memisahkannya,
namun kami tetap melakukan pengawasan agar tidak dijual,"
jelasnya.

Untuk masyarakat pihaknya menyarankan agar berobat langsung
ke dokter ketika ada anak yang mengalami sakit demi keamanan
dan kesehatan.

Sebelumnya, BPOM telah mengumumkan lima obat sirop
yang mengandung Etilon Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
melebihi ambang batas yang ditentukan, dan telah diminta menarik
produknya dari pasaran.

Lima produk tersebut adalah Termorex Sirup (obat demam),
produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1,
kemasan dus, botol plastik @ 60 ml.

Kemudian Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi
PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1,
kemasan dus, botol plastik @ 60 ml.

Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal
Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar
DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.

Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal
Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar
DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal
Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar
DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml. n ant

BPS Payakumbuh Gelar Rakor Persiapan Pendataan Regsoses
dan menghasilkan data terpadu,
tidak hanya perlindungan sosial
melainkan seluruh program yang
dibutuhkan masyarakat untuk
kebijakan pemerintah.

Ditambahkan Desi, Untuk Kota
Payakumbuh BPS melakukan
pendataan ke 5 kecamatan dan
47 kelurahan serta pendataan pada
malam Regsorsek (29/10)
mendatang akan berfokus pada
pendataan tuna wisma di
payakumbuh pada jam 23.00 wib.

"Pada malam pendataan
Regsorsek, akan kita fokuskan
pada pendataan tunawisma yang
mengarah pada anak-anak jalanan
dan anak terlantar serta ODGJ,
untuk itu kami mohon kerjasama
bapak dan ibuk semua OPD
terkait baik dari segi
pendampingan dan pengamanan
untuk mensukseskan pendataan
kita dengan masyarakat nantinya,"
terang Desi

Dilanjutkannya, Regsorsek ini
tentu tidak hanya berhenti pada
pendataan saja, tapi bagaimana
kita memanfaatkan dan
menggunakan data Regsorsek ini
sebagai bahan bagi Pemerintah
Daerah untuk menyusun berbagai
kebijakan Daerah secara
berkelanjutan.

“Terkait hal tersebut, sekali
lagi saya menghimbau dan
mengajak kepada semua pihak
untuk turut membantu
mensosialisasikan kegiatan ini
kepada seluruh Aparatur dan
Warga masyarakat, agar menerima

petugas pendataan dari BPS serta
memberikan data yang dibutuhkan
dengan memberikan jawaban yang
jujur dan benar, sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Data
yang kita berikan berguna untuk
mewujudkan satu Data
Perlindungan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat untuk
meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat,"
pungkas Desi

Di Kesempatan yang sama,
Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kota Payakumbuh
Junaidi mengatakan untuk
melakukan pendataan kepada
masyarakat perlu adanya
pendekatan yang baik, karena
banyaknya modus-modus
kejahatan di tengah masyarakat
dalam pendataan sehingga
masyarakat tidak semuanya mau
untuk di data.

"Untuk pendataan secara
menyeluruh diharapkan BPS Kota
Payakumbuh dapat berkoordinasi
dengan lurah dan RT setempat
untuk dapat membuat
pengumuman ke masyarakat baik
itu melalui edaran maupun
himbauan secara langsung
sehingga tidak ada lagi keraguan
bagi masyarakat untuk memberikan
data pribadi mereka, serta melihat
kondisi dan situasi masyarakat saat
datangnya petugas pendataan.
Semoga pendataan Regsorsek ini
dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan yang kita harapkan,"
pungkasnya. n Lili

Tim BBPOM Padang melakukan peninjauan ke sejumlah apotek
serta toko obat di Padang, Senin (24/10). (ANTARA/Fathul Abdi)

Payakumbuh, Khazanah - Dalam
upaya memantapkan semangat
kebersamaan mewujudkan satu
data program perlindungan sosial
dan pemberdayaan masyarakat,
BPS Kota Payakumbuh menggelar
Rapat Koordinasi Persiapan
Pendataan Malam Registrasi
Sosial Ekonomi 2022 yang
dilaksanakan di Hotel Grand
Narasaki, Kamis (27/10/2022).

Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Junaidi, Kepala
Dinas Sosial Irwan Suwandi,
Kepala Bappeda Yasrizal,
Perwakilan dari Kasatpol PP,
Koramil, Polsek dan OPD terkait.

Kegiatan yang dibuka
langsung oleh Kepala BPS Kota

Payakumbuh Desi Febriyanti itu
bertujuan untuk menyediakan
sistem dan basis data seluruh
penduduk yang terdiri atas profil,
kondisi sosial, ekonomi, dan
tingkat kesejahteraan yang
terhubung dengan data induk
kependudukan serta basis data
lainnya hingga tingkat desa/
kelurahan.

Tidak lupa Desi
menyampaikan terima kasih dan
apresiasi atas terselenggaranya
kegiatan ini agar dapat
menyatukan pemahaman dan
konsep tentang Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial. Melalui
penyatuan pemahaman,
diharapkan kegiatan malam
Regsosek dapat berjalan lancar

Payakumbuh, Khazanah -
Untuk terus menekan inflasi pada
harga cabe, pada anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD)
perubahan tahun 2022 ini,
Pemerintah Kota Payakumbuh
mengalokasikan sebanyak 35.000
batang benih cabe yang akan
dibagikan kepada Kelompok
Wanita Tani (KWT), organisasi
perangkat daerah, kecamatan, dan
kelurahan.

"Kita menyediakan bibit siap
tanam yang akan kita
distribusikan pada minggu pertama
November. Kita juga bekerja sama
dengan Dinas Ketahanan Pangan,
mereka menyediakan polybag dan
kompos," kata Kepala Dinas
Pertanian Kota Payakumbuh Depi
Sastra kepada media, Kamis (27/
10).

Depi menerangkan, inflasi
terjadi diakibatkan oleh sektor
pertanian dengan naiknya harga
bawang dan cabe, seharusnya ada
harga keseimbangan, petani tidak
merugi dan konsumen tidak
kemahalan membeli.

"Kita berharap segera bisa
keluar dari kondisi ini, meski saat
ini harga cabe mulai menurun.
Tapi kita terus berkoordinasi
bersama pakar cabe dan
kelompok-kelompok tani,
bagaimana hasil cabe petani terus
bagus dan ada keseimbangan
harga," kata Depi didampingi
Kabid TPH-Bun Rozi Alleni.

Sebenarnya, kata Depi, harga
seimbang cabe di pasaran adalah
antara Rp. 30.000 hingga Rp.
40.000, dengan harga ini petani
tidak dirugikan menjual produk
dan konsumen tidak kemahalan
membeli.

"Meski kita akui biaya

produksi memang cukup tinggi,
karena naiknya harga pestisida
dan pupuk, kita berusaha
mengantisipasi problem pupuk
ini dengan mendorong kelompok
tani untuk memproduksi pupuk
organik melalui unit pengolahan
pupuk organik, di bawah binaan
dinas pertanian," tegasnya.

Diinformasikannya juga, agar
optimalnya bibit yang
didistribusikan ini nantinya,
petani diharapkan terbuka dan
luwes untuk sering bertanya dan
berkoordinasi dengan Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) yang
bisa memberikan pengarahan,
pembinaan, dan penyuluhan di
bidang pertanian.

"Kita juga ada sekolah
lapangan bagi kelompok tani.
Bersama mengajak masyarakat
mensosialisasikan cabe dan
bawang, dikawal oleh penyuluh
pertanian. Penyuluh adalah sobat
petani, mengawal petani,
meningkatkan kesejahteraannya.
Mudah-mudahan dengan
kerjasama pemda dan masyarakat,
inflasi bisa ditekan," ujarnya.

Terakhir, Depi menjelaskan
untuk komoditi bawang telah
dianggarkan pada APBD tahun
2022, pengadaannya sebanyak
kurang lebih 3,7 hektar dan sudah
dibagikan ke kelompok tani.

"Pada APBD 2022, kita sudah
salurkan bibit siap tanam seperti
terong dan cabe," tukuknya.

Depi juga mengapresiasi
dukungan pemerintah pusat
dengan Kota Payakumbuh
mendapat alokasi anggaran dari
APBN untuk bibit cabe sebanyak
20 hektar, lokasinya di Kecamatan
Payakumbuh Timur sebanyak 10
hektar, dan sisanya di di

Kecamatan Latina.
"Kita prediksi hasil dari

penanaman cabe melalui bantuan
itu lebih kurang 3000 ton," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi
Penjabat Wali Kota Rida Ananda
menyampaikan mengendalikan
inflasi adalah salah satu tugas
khususnya dari Presiden RI Joko
Widodo. Rida berupaya
menjawab keluhan-keluhan petani

yang kesulitan bahan produksi
dan masyarakat yang kesulitan
dengan daya beli.

"Keseimbangan antara dua ini
harus ada, kalau tidak maka akan
menimbulkan kondisi ekonomi
ekstrim. Sementara kita tahu,
masyarakat kita sangat konsumtif
dengan cabe," kata Rida.

Rida berharap keberadaan
terminal agrobisnis dan dengan

adanya gerakan ASN membeli cabe
dari petani, dapat menjadi
beberapa opsi solusi untuk problem
ini. Pihaknya siap bersinergi
dengan berbagai pihak, baik untuk
berdiskusi dan berkoordinasi
memecahkan persoalan pertanian
dan menyerap aspirasi petani.

"Meski hanya 7-9 persen
kontribusi pertanian untuk
perkembangan ekonomi di Kota

Payakumbuh, tapi itu cukup
berpengaruh. Kita harus terus
berusaha meningkatkan hasil
pertanian. Kami berharap ada ide-
ide brilian yang diciptakan, kalau
warga bermasalah dengan produksi
pertanian dari hasil taninya, maka
itulah gunanya pemerintah
mencarikan solusi," pungkasnya.
n Lili Yuniati

Suasana Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Malam Registrasi
Sosial Ekonomi 2022

Nelayan Pariaman Dapat Bantuan Alat Tangkap Ikan
ekonomi keluarga.

Ia merincikan besaran anggaran
dari masing-masing sumber
pengadaan untuk membantu
nelayan di daerah itu yaitu dari
APBD Pariaman mencapai Rp699
juta sedangkan dari APBD
provinsi mencapai Rp500 juta.

Ia menyebutkan adapun jenis
bantuan yang akan diberikan
untuk sekitar 20 kelompok
nelayan tersebut yaitu di
antaranya mesin 13 pk, 15 pk,
dan 40 pk, jaring, tempat
penyimpanan ikan, dan GPS.

"Masing-masing kelompok
dan nelayan menerima bantuan
dengan jenis berbeda tergantung
usulan mereka masing-masing,"
katanya.

Ia mengatakan meskipun pada
tahun ini nelayan di Pariaman
mendapatkan bantuan sekitar
Rp1,2 miliar namun angka itu
menurun dari 2021 karena tahun
sebelumnya daerah itu juga
mendapatkan dana alokasi khusus
(DAK) senilai Rp800 juta.

"Tahun ini Pariaman tidak
mendapatkan DAK untuk nelayan

dan 2023 kemungkinan juga
tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian
Pangan dan Perikanan (DP3) Kota
Pariaman, Sumatera Barat
(Sumbar) mencatat produksi ikan
tangkap di daerah itu pada 2021
mencapai 6.229 ton yang naik
25 ton dari 2020 yang tercatat
6.204 ton.

"Peningkatan produksi ikan
tangkap di Pariaman tidak terlepas
dari pembinaan yang dilakukan
dan pemberian bantuan alat
tangkap yang baik yang
bersumber dari pemerintah pusat,
provinsi, maupun kota," kata DP3
Kota Pariaman, Dasril di Kota
Pariaman.

Ia menyebutkan bantuan
tersebut berupa kapal fiber, mesin,
dan alat tangkap serta pelampung
yang disalurkan melalui kelompok
nelayan yang ada di Kota
Pariaman.

Menurutnya penggunaan
kapal fiber lebih menguntungkan
dari pada kapal kayu karena
perawatan yang mudah. n ant

Pariaman, Khazanah - Nelayan
di Kota Pariaman, mendapatkan
bantuan alat tangkap yang
dananya bersumber dari APBD
kota setempat dan provinsi
dengan total anggaran sekitar
Rp1,2 miliar pada 2022 guna
meningkatkan produksi ikan
tangkap di daerah itu.

"Bantuan tersebut belum
diserahkan karena masih dalam

proses pengadaan," kata Kepala
Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan Kota Pariaman Dasril
melalui Kepala Bidang Perikanan
Kelautan Citra Aditur Bahri di
Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan bantuan alat
tangkap untuk nelayan tersebut
diberikan guna membantu nelayan
meningkatkan tangkapannya
sehingga dapat memperbaiki

Wali Kota Pariaman, Genius Umar (kanan) menyerahkan mesin
long tail kepada nelayan di Pariaman, (ANTARA/Aadiaat M. S)

Salah seorang warga sedang menyemai benih cabe di Payakumbuh
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SERAHKAN DATA 15,6 JUTA PEKERJA

BPJAMSOSTEK Teliti Kelayakan Penerima BSU

Jika Rupiah Terus Melemah, UMR Harus Naik

Jakarta, Khazanah – Seiring terus
melemahnya rupiah kan berdampak
kepada pekerja. Pengamat
Ekonomi dari Indonesia Strategic
and Economic Action Ronny P
Sasmita mengatakan dampak
jangka panjang pelemahan
rupiah akan merubah konstruksi
perhitungan biaya hidup pekerja.
Alhasil upah minimum harus
disesuaikan.

Dia menjelaskan,
pelemahan rupiah memang sudah
diprediksi oleh banyak pihak, 
mengingat besarnya capital outflow
sejak beberapa bulan terakhir
akibat perpaduan efek “strong
dollar,”  ketidakpastian global
akibat melandainya pertumbuhan
ekonomi di negara-negara besar, 
dan tendensi “hawkish” kebijakan
suku bunga The Fed.

“Imbasnya kepada ekonomi riil
di dalam negeri tentu pada harga-
harga barang yang berbasiskan
bahan baku impor,  mulai dari
makanan yang bahan baku
gandum dan kedelai misalnya, 
sampai pada barang-barang
elektronik,” kata Ronny di Jakarta,
Kamis (27/10/2022).

Menurut Ronny, bukan hanya
karena harga bahan bakunya
semakin mahal dalam parameter
rupiah,  tapi juga biaya transportasi
impornya juga ikut naik mengingat
biaya transportasi dari luar ke dalam
dikalkulasi memakai dolar.

“Jadi, dampak jangka
pendeknya akan terasa pada harga-
harga barang yang memiliki
keterkaitan dengan bahan baku
atau bahan pelengkap yang

diimpor,” ujarnya.
Dampak jangka menengah dari

pelemahan rupiah ini juga sangat
berpengaruh pada harga BBM
dalam negeri, mengingat eksposure
impor pada BBM kita yang cukup
besar.

Walaupun harga minyak dunia
cenderung stagnan dalam beberapa
bulan ini, kini kendalanya datang
dari pelemahan rupiah yang juga
berpengaruh besar terhadap harga
BBM

Jika rupiah bertahan lama pada
level harga hari ini yang hampir
tembus 15.600 per dolar, maka
porsi subsidi BBM akan membesar
dan ruang fiskal pemerintah
semakin tertekan, yang akhirnya
akan memunculkan opsi baru bagi
pemerintah untuk menyesuaikan
kembali harga BBM

“Dalam jangka panjang, 
kenaikan harga-harga (inflasi)  dan
kenaikan harga BBM,  akan
merubah konstruksi perhitungan
biaya hidup pekerja.  Mau tak mau, 
UMR harus disesuaikan,” ujarnya.

Selain itu, resiko lanjutanya, 
biaya produksi semua barang di
dalam negeri akan ikut naik,  yang
akan berimbas pada harga semua
barang dan jasa yang dihasilkan
di dalam negeri,  alias tidak hanya
pada barang yang berbahan baku
impor. 

“Dan mau tak mau,  kondisi
ini akan memberikan tekanan pada
pertumbuhan ekonomi kita di
tahun mendatang,  baik dari
permintaan maupun penawaran.
Kondisinya tentu akan semakin
suram jika rupiah tembus Rp.

Cara Daftar Kartu Prakerja Rp2,4 Juta Melalui Rekening BCA
Jakarta, Khazanah – Kartu Prakerja merupakan program yang disediakan pemerintah untuk pegembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan dalam bentuk bantuan biaya yang ditujukan kepada

6. Pilih rekening bank BCA
7. Klik ‘Sambungkan’
8. Isi data rekening Anda

dengan lengkap
9. Cek informasi kebenaran

data rekening
10. Klik konfirmasi Jika Anda

belum memiliki rekening dan
ingin menggunakan BCA untuk
mengambil insentif Kartu Prakerja

Anda dapat membuka rekening
BCA secara online terlebih dahulu.

Cara buka rekening BCA
Online:

1. Unduh aplikasi BCA Mobile
pada HP Anda.

2. Buka aplikasi setelah
terinstal

Dampak dari terus
melemahnya ru-
piah, upah mini-
mum harus naik HARGA JUAL TETAP RP 9.00 PER KG

Beli Beras Petani Berapapun Harganya

Nasional atau National Food
Agency (NFA) juga telah
membidik sejumlah daerah
dengan produksi beras yang cukup
banyak. Upaya ini sebagai salah
satu cara merespons besarnya
kontribusi beras terhadap tingkat
inflasi.

“Komoditas beras menjadi
kontributor tertinggi terhadap
inflasi pangan nasional, hal
tersebut perlu menjadi perhatian
bersama Pemerintah Pusat dan
Daerah karena tren peningkatan
harga beras telah terjadi sejak Juli
2022,” kata Kepala Badan Pangan
Nasional, Arief Prasetyo Adi. (Ant/
JJ)

16.000 per dollar,” katanya. 
Sebelumnya, Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
melakukan pembahasan untuk
menentukan upah minimum 2023.
Kabarnya, pengumuman besaran
upah akan dilakukan pada 21
November 2022 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi belum berbicara
banyak soal progres diskusi
mengenai upah minimum ini. Dia
mengaku akan memberikan update
jika progresnya sudah terlihat
signifikan.

“Tunggu dulu, nanti kalau ada
informasi signifikan kita
beritahukan,” katanya.

Untuk diketahui penetapan
Upah Minimum Provinsi atau UMP
2023 dilakukan selambatnya pada
21 November 2022 dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
paling lambat pada 30 November
2022.

Sementara itu, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengaku belum diajak diskusi
mengenai penetapan upah. Padahal,
menurutnya, seharusnya sudah
dilakukan di bulan Oktober 2022
ini.

“Belum, seharusnya Oktober
ini sudah ada pembahasan,”
ungkapnya.

Ketika ditanya terkait
rekomendasi besaran upah.

Said Iqbal bersikukuh meminta
kenaikan UMP 2023 sebesar 13
persen. Ini mengacu pada besaran
tingkat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia (L6/JJ)

pencari kerja, pekerja yang
terkena PHK, atau pekerja yang
membutuhkan peningkatan
kompetensi, termasuk pelaku
usaha mikro dan kecil. Proses
pendaftaran kartu prakerja bisa
dilakukan dengan mudah.

Bank penyalur bansos ini
adalah PT Bank Central Asia Tbk.
(BCA) dan juga pencairan bisa
melalui akun DANA.

Bagi Anda yang memiliki
rekening BCA, maka bisa
mendaftarkan diri untuk ikutan
program bantuan sosial kartu
prakerja.

Syarat utama yang harus
dipersiapkan untuk membuat akun

kartu prakerja adalah KTP. Peserta
yang berhasil lolos dalam seleksi
akan mendapatkan pelatihan
online dan bantuan dengan rincian
biaya pelatihan sebesar Rp1 juta,
insentif senilai Rp2,4 juta dan
insentif survei sebesar Rp150.000.

Cara daftar program Kartu
Prakerja:

1. Buka lama prakerja.go.id
2. Buka menu ‘Daftar

Sekarang’
3. Isikan nama lengkap, email

dan kata sandi.
4. Klik ‘Daftar’
5. Lakukan verifikasi email.
6. Login kembali

menggunakan alamat email yang

telah terverifikasi.
7. Masuk ke dashboard.
8. Verifikasi KTP dan KK.
9. Lengkapi  data identitas diri.
10. Upload foto KTP.
11. Upload swafoto.
12. Verifikasi nomor telepon.
13. Klik  ‘Kirim’. 
14. Isi deklarasi survei. 
15. Lakukan tes motivasi dan

kemampuan dasar.
Cara menautkan rekening BCA

ke akun Prakerja:
1. Buka laman Prakerja.go.id
2. Login ke akun Anda
3. Buka dashboard akun
4. Masuk ke dashboard akun
5. Klik menu ‘Rekening’

3. Pilih  ‘Buka Rekening’
4. Persiapkan dokumen identitas

diri seperti e-KTP, KK, Tanda
tangan, dan NPWP (jika ada).

5.  Pilih jenis tabungan yang
diinginkan Terdapat tiga pilihan
produk tabungan, yakni Tahapan,
Tahapan Xpresi, dan Tahapan
Gold.

6. Pengiriman kode akses via
SMS.

7. Melengkapi form dokumen
yang diperlukan.

8. Isi form identitas diri.
9. Pilih jenis kartu ATM yang

diinginkan.
10. Menentukan cabang

rekening bank terdaftar.

11. Verifikasi data melalui
panggilan video 

12.  Mencoba transaksi tarik
tunai tanpa kartu Anda perlu
melakukan aktivasi Mobile
Banking. 

13. Rekening siap digunakan.
Semoga bermanfaat bagi anda

yang menggunakan rekening BCA
dan segera mendaftar sebagai
penerima Kartu Prakerja Rp 2,4
juta. (Bis/JJ)

Jakarta, Khazanah – Menteri
Perdagangan (Mendag) Zulkifli
Hasan menyoroti stok cadangan
beras pemerintah (CBP) yang
kian menipis. Di sisi lain,
harga beras pun sempat
mengalami tren kenaikan di
pasaran. 

Menanggapi hal tersebut,
Mendag meminta Perum
Bulog untuk membeli beras hasil
petani dengan harga berapa pun.

“Beras memang sudah ratas
(rapat terbatas) ditugaskan oleh
Presiden agar Bulog segera
membeli panen dari petani
dengan harga berapa pun,” ujar
Mendag di Jakarta, Kamis (27/

10/2022).
Di sisi lain, beras pemerintah

yang dijual Bulog pun harus
dijual sesuai harga yang sudah
ditetapkan. 

“Tapi harga jualnya sesuai
dengan harga Bulog, Rp 9.000
(per kg),” ucapnya.

Arahan tersebut diberikan
Mendag pasca cadangan
beras pemerintah yang dikelola
Bulog terus mengecil, dimana per
Oktober 2022 tersisa sekitar
673.713 ton, berkurang dari
sebelumnya 791 ribu ton di
September 2022.

Sebelumnya, Badan Pangan

Seorang pekerja sedang melakukan proses administrasi penerimaan BSU

Harga beras cenderung naik, Bulog harus tetap beli beras petani

oleh sebab itu teman-teman (pekerja)
didorong menjadi peserta jaminan
sosial, (karena) yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,”
kata Presiden.

 Sementara itu, Yudi Amrinal,
Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta
Mangga Dua menyatakan sudah
menjadi kewajiban setiap pemberi
kerja atau perusahaan mendaftarkan

setiap pekerja/karyawan ke dalam
program BPJS Ketenagakerjaan.

“Tujuannya tidak sekadar
memenuhi amanat peraturan
perundangan, tetapi yang utama

memberikan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja dan sebagai
syarat menerima manfaat bantuan
dari pemerintah, seperti BSU,” ujar
Yudi. (Ant/JJ)

Jakarta, Khazanah – Pemberian
bantua subsisi upak (BSU) dari
pemerintah dilakukan secara
bertahap. Hal ini dilakukan agar
bantuan yang diserahkan tepat
sasaran dan dan penerimanya juga
dinyatakan kayak. Sejak
September 2022 BPJAMSOSTEK
secara bertahap menyerahkan data
pekerja layan menerima BSU
kepada Kemenaker setelah diteliti
dengan mengedepankan kehati-
hatian dan keakuratan.

“BPJAMSOSTEK (BPJS
Ketenagakerjaan) terus
berkomitmen mendukung
pemerintah dalam mencapai target
penyaluran BSU,” kata Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro
Eko Cahyo di Jakarta, Kamis (27/
10/2022)

Salah satu kriteria penerima
BSU sesuai Permenaker No.10/
2022 adalah peserta aktif
BPJAMSOSTEK.

“Sehingga dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan
bentuk penghargaan dari pemerintah
bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi
peserta BPJAMSOSTEK”, ujar
Anggora

Anggoro mengingatkan para
pekerja berhati-hati dan tidak
mudah percaya terhadap segala
bentuk permintaan data pribadi
yang mengatasnamakan
BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi
pekerja yang ingin mengetahui

apakah dirinya layak sebagai calon
penerima BSU, dapat dilakukan
dengan mengakses kanal resmi
m e l a l u i
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Selain mendapatkan BSU,
pekerja peserta BPJAMSOSTEK
akan lebih produktif karena
terlindungi oleh 5 program jaminan
sosial ketenagakerjaan yang mampu
memberikan rasa aman dari risiko
kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera.

“Semoga BSU dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja
Indonesia, dan seperti yang
disampaikan Pak Presiden Jokowi,
kita mendorong seluruh pemberi
kerja menjamin pekerjanya dari
risiko sosial dan ekonomi serta tertib
dalam melaporkan besaran upah
dan pembayaran iuran,” ucap
Anggoro.

Lebih lanjut Anggora
menjelaskan, apabila ada program
lanjutan dari pemerintah, seperti
BSU, para pekerja bisa
mendapatkannya berdasarkan data
kepesertaan BPJAMSOSTEK.

Saat berdialog dengan para
penerima BSU di Banjarmasin
Selasa lalu, Presiden Jokowi
mengimbau kepada seluruh pekerja
untuk memastikan diri terdaftar
sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

“Kenapa kita ambil data dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya jelas. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja),
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DARI HALAMAN 1Tarawih dua Shift

Kedua, Penny mengingatkan kalangan industri
untuk benar-benar menegakkan pengendalian mutu
atau quality control sesuai dengan pedoman cara
pembuatan obat yang baik (CPOB) dari badan.

“Misalnya industri yang menerima bahan baku
dari pemasok harus yakin kualitasnya.”

Ketiga, Kementerian Kesehatan dan BPOM
akan membuat aturan baru soal standar dari
cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam
bahan jadi.

Menurut Penny, selama ini tidak ada standar
internasional untuk hal tersebut.

“Ini penting karena ke depan BPOM bisa
mengawasi pada produk jadi.”

Keempat adanya perbaikan farmakope
indonesia. Nantinya, jika ada kejadian fatal seperti
gagal ginjal akut tenaga kesehatan bisa melaporkan
dengan segera untuk kemudian ditindaklanjuti
BPOM.

Akan tetapi, nakes harus memiliki data lengkap
mengenai obat-obatan yang dikaitkan dengan pasien
sakit atau meninggal tersebut.

“Ke depan kami akan imbau nakes mencatat
produk dan obat yang diberikan ke pasien untuk
memudahkan penelusuran kejadian seperti ini.”

269 Kasus
Di tempat terpisah, Kementerian Kesehatan

mencatat total ada 269 kasus gagal ginjal akut
di Indonesia.

Rinciannya, 157 meninggal, 73 masih dalam
perawatan, dan 39 kasus dinyatakan sembuh.

Pantauan Kemenkes, kasus gagal ginjal akut
tersebut tersebar di 27 provinsi dengan jumlah
terbanyak berada di DKI Jakarta, kemudian Aceh,
Bali, dan Jawa Barat.

Untuk obat penawar, kementerian sudah
mendatangkan dari Singapura. Sebanyak 10 vial
disebut tiba hari ini.

“Ada 16 vial dari Australia sudah
didistribusikan ke rumah sakit pemerintah,” imbuh
Kemenkes.

“Lalu 200 vial lagi akan datang minggu depan
dari Jepang. Semua obat penawar diberikan ke
pasien adalah gratis.”

Sebelumnya, Penny mengatakan dua perusahaan
farmasi akan diproses pidana terkait indikasi
kandungan zat berbahaya etilen glikol dan dietilen
glikol dalam produknya.

Meski begitu, dalam keterangan pers hari ini,
Penny masih tak menyebutkan nama dua industri
farmasi tersebut “karena prosesnya masih
berlangsung”.

Penny berjanji akan mengumumkan nama
keduanya kepada masyarakat, terlebih “ada indikasi
kandungan EG dan EDG di produknya tidak hanya
dalam konsentrasi sebagai kontaminan tetapi sangat-
sangat tinggi”.

“Itu tentu saja sangat toksik dan diduga bisa
mengakibatkan [gagal] ginjal akut,” kata Penny
dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (24/
10) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin.

Penny juga mengatakan selain BPOM, industri
farmasi juga “memegang tanggung jawab penuh
untuk selalu menjamin keamanan, mutu, dan khasiat
produk obat sebelum dan sesudah beredar”.

Ahli menyebut situasi ini menggambarkan
“betapa lemahnya ketahanan kesehatan” di
Indonesia.

Sehari sebelumnya pada Minggu (23/10/2022)
sore, Penny mengatakan BPOM sudah melakukan
pengawasan terhadap produk obat yang beredar
di masyarakat, termasuk obat sirup yang diduga
menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Namun, dia mengakui, selama ini pengawasan
terhadap kadar pencemar pada produk tidak menjadi
ketentuan dalam standar pembuatan obat. Kejadian
meninggalnya setidaknya 133 anak yang diyakini
akibat gangguan ginjal akut, kata Penny, akan
membawa perubahan.

“Ini akan digunakan untuk memperkuat atau
mengubah sistem pre dan post market yang ada.”

Pakar ketahanan kesehatan global, Dicky
Budiman, mengatakan, dalam hal ini, penting untuk
mengidentifikasi siapa-siapa saja pihak terkait dan
siapa saja yang memegang peran utama karena
pada dasarnya “tidak mungkin ada yang bekerja
sendiri”.

Ketika ada masalah seperti saat ini, “pihak
yang kecolongan” bisa diketahui.

“Adanya tunjuk-tunjuk adalah bukti begitu
lemahnya ketahanan kesehatan kita karena pemetaan
stakeholders-nya tidak terbangun dari awal. Sistem
yang sudah dibangun tidak mendudukkan siapa,
bertanggung jawab apa, melakukan apa. Ini kembali
mengulang cerita pilu kita di pandemi dan terjadi
ketidakjelasan di level nasional,” kata Dicky kepada
BBC News Indonesia.

Pemerintah dari berbagai sektor mulai
mengambil langkah terhadap kasus gangguan ginjal
akut.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy,juga telah meminta Kapolri Jendral Listyo
Sigit untuk mengusut dugaan pidana dalam
produksi obat sirup terkait kasus gangguan ginjal
akut pada Anak-anak. 

“Pengusutan ini penting untuk memastikan
ada tidaknya tindak pidana di balik kasus tersebut.
Permintaan disampaikan mengingat kejadian
gangguan ginjal kronis ini sudah mengancam upaya
pembangunan SDM, khususnya perlindungan
terhadap anak,” ujar Menko PMK, dikutip dari
situs resmi Kemenko PMK, Minggu (23/10).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo
dalam pesan singkatnya mengatakan, “Polri akan
segera membentuk tim dan berkoordinasi dengan
Kemenkes dan BPOM untuk bersama mendalami
kejadian tersebut”.

Sebelumnya, hasil penelitian Kemenkes
mengungkap ada jejak tiga zat kimia berbahaya
tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal
akut. Zat itu antara lain ethylebe glycol
(EG), diethylen glycol (DEG), dan ethylene glycol
butyl ether (EGBE).

Zat kimia itu diduga menjadi pemicu puluhan
kasus gangguan ginjal akut di Gambia, Afrika
Tengah, yang diduga berasal dari obat sirup buatan
India.

Oleh sebab itu, Kemenkes menyetop sementara
penjualan dan penggunaan obat sirup demi
“menyelamatkan anak”.   bbc/eko 

mengetahui larangan terhadap lima jenis obat sirup
ini dan telah memisahkannya, namun kami tetap
melakukan pengawasan agar tidak dijual,” jelasnya.

Untuk masyarakat pihaknya menyarankan agar
berobat langsung ke dokter ketika ada anak yang
mengalami sakit demi keamanan dan kesehatan.

Sebelumnya, BPOM telah mengumumkan lima
obat sirop yang mengandung Etilon Glikol (EG)
dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas
yang ditentukan, dan telah diminta menarik
produknya dari pasaran.

Lima produk tersebut adalah Termorex Sirup
(obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor
izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol
plastik @ 60 ml.

Kemudian Flurin DMP Sirup (obat batuk dan

partai politik. Hingga hari ini sudah terverifikasi
1.200 orang atau sekitar 70 persen, kita menargetkan
besok Jumat (28/10) dapat tercapai,” harapnya.

Ia menyebutkan selama melakukan verifikasi
faktual di lapangan kendala yang ditemui adalah
faktor cuaca, lokasi yang jauh dan sulitnya menemui
anggota parpol yang dituju.

Mengenaai hal itu, Adri mengatakan petugas
secara maksimal mencari, menemui dan menanyakan
ke jorong, wali nagari atau tokoh masyarakat
lainnya, namun tetap juga tidak bisa ditemui maka
KPU akan membuat berita acara dengan melibatkan

flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor
izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol
plastik @ 60 ml.

Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu),
produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan
nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus,
Botol Plastik @ 60 ml.

Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi
Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor
izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol
@ 60 ml.

Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi
Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor
izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol
@ 15 ml.  fathul/antfathul/antfathul/antfathul/antfathul/ant

setempat berdasarkan usulan partai politik atau
gabungan partai politik pengusung”.

Dalam hal ini partai politik atau gabungan partai
politik mengusulkan dua calon untuk dipilih dalam
Rapat Paripurna DPRD.

Karena pasangan Mahyeldi-Hendri Septa pada
Pilkada Padang 2018 diusung oleh PKS dan PAN
maka untuk pengisian kursi Wakil Wali Kota
diusulkan kembali oleh partai tersebut.

Pada awalnya PKS mengusulkan dan mengirim
enam nama ke DPP PKS untuk dipilih sebagai
calon Wakil Wali Kota Padang setelah dilantiknya
Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar 2021-2024.

Enam nama yang dikirimkan tersebut, yaitu
Irsyad Syafar, Muharlion, Rahmat Saleh, Muhidi,
Mulyadi Muslim, dan Irfan Aulia.

Akhirnya dari enam nama tersebut mengerucut
menjadi dua nama, yaitu Muharlion dan Mulyadi
Muslim yang telah mendapatkan persetujuan dari
DPP PKS, DPW PKS Sumbar dan DPD PKS Kota
Padang.

Mulyadi Muslim merupakan tokoh masyarakat
dengan sejumlah pengalaman, mulai dari Sekretaris
MUI Kota Padang, Sekum IPSI kota Padang, dan
menjadi tangan kanan Mahyeldi saat menjabat
Wali Kota Padang membangun kerja sama dengan
negara Timur Tengah.

Sementara itu Muharlion, merupakan politikus
PKS yang sudah malang melintang memperjuangkan
masyarakat dan saat ini dipercaya sebagai Ketua
DPD PKS Kota Padang.

Muharlion menjabat sebagai anggota DPRD
Padang sejak 2009 atau tiga periode hingga saat
ini.

Agaknya PKS ingin memasang skenario dua
nama yang diusulkan ke DPRD Padang, agar saat
dilakukan pemilihan, siapa pun yang terpilih
merupakan kader partai itu.

Pada sisi lain, PAN sebagai partai pengusung,
awalnya juga mengusulkan dua kadernya sebagai
calon Wakil Wali Kota Padang yaitu Amril Amin
dan Ekos Albar.

Amril Amin merupakan anggota DPRD dan kini
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Padang,
sementara Ekos merupakan politikus PAN yang
pernah menjadi caleg DPR RI.

Akhirnya dari dua nama tersebut DPP PAN
menetapkan satu nama, yaitu Ekos Albar sebagai
calon Wakil Wali Kota Padang.

Artinya ada tiga nama yang diusulkan oleh
partai pengusung yaitu dari PKS Muharlion dan
Mulyadi Muslim dan dari PAN adalah Ekos Albar.
Sementara itu, berdasarkan aturan mensyaratkan
hanya dua nama yang dapat diajukan.

Melihat peta ini, pada satu sisi PAN memang
secara aturan punya kewenangan untuk mengusulkan
nama karena dalam UU No 10 2016 secara gamblang
dinyatakan partai pengusung berhak mengusulkan
dua nama.

Karena ada dua partai pengusung maka secara
logika masing-masing partai berhak mengusulkan
satu nama.

Akhirnya terjadi tarik ulur dengan dinamika
yang cukup tinggi dari kedua partai tersebut hingga
saat ini untuk menetapkan dua nama yang akan
diusulkan ke DPRD.

Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pernah
menyampaikan agar PAN legawa untuk menyerahkan
kursi Wakil Wali Kota Padang kepada kader PKS
karena saat ini Wali Kota sudah dijabat oleh kader
PAN.

Alasannya kedua partai membangun koalisi
kebersamaan dan jika ingin terjaga dengan baik
dan berkelanjutan maka PAN harus legawa
memberikan kursi wawako kepada PKS.

Ketika itu, Syaikhu menyayangkan PAN yang
tetap ingin mencalonkan juga kadernya sehingga
pengisian kursi Wawako Padang menjadi pasar
bebas dan penuh pertarungan.

Karena belum ada titik temu dari kedua partai,
proses pengusulan nama menjadi panjang dan

saksi.
Setelah itu nanti partai politik yang

bersangkutan diminta menghadirkan anggota yang
tidak bisa ditemui itu di kantor sekretariat partai
politik.

“Jika nanti tidak bisa juga hadir maka jalan
terakhir adalah dengan menghubungi yang
bersangkutan melalui video call,” sebutnya.

Sembilan partai politik yang dilakukan verifikasi
faktual adalah PSI, Hanura, Perindo, PKB, Partai
Umat, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Kebangkitan
Nusantara, dan Partai Gelora.   altasaltasaltasaltasaltas

daerah, ada yang 8 ada yang 10 rakaat), kemudian
dilanjutkan pada shift kedua sekitar pukul 2:00
GMT dini hari sesaat sebelum sahur tiba. Shift kedua
ini berjumlah 10 rakaat. Jadi jumlahnya 20 rakaat.
Keadaan yang berbeda ini sempat menimbulkan
pertanyaan kenapa harus dua kali waktu. Mereka
menjawab, karena seperti itulah esensi arti kata
tarawih yaitu istirahat. Jadi, tidak terlalu ngoyo dan
tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah shalat
spesial Ramadan ini. Karena dia hanya dilaksanakan
di bulan spesial, maka pelaksanaannya pun harus
spesial.

Satu lagi tradisi unik yang dimiliki Maroko
ketika Bulan Ramadan, Maidaturrahman. Sebuah
tradisi mulia yang berkembang di masyarakat
Maroko yang menggambarkan Ramadan secara
maksimal dengan semangat berbagi dan memberi
dengan ikhlas. Secara Bahasa, Maidaturrahman bisa
diartikan dengan “Jamuan Allah yang Maha
Penyayang”. Dinamakan demikian, karena jamuan
ini disediakan bagi hamba-hamba Allah SWT untuk
berbuka puasa setelah seharian menjalankan perintah-
Nya. Tradisi yang unik ini pun sesuai dengan apa
yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW pada
14 abad silam:

Artinya: ”Siapa saja yang memberikan hidangan
berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa,
ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa
sedikitpun mengurangi pahalanya.” (HR. at Tirmidzi).

Usut punya usut ternyata tradisi ini adalah suatu
program dari para sekumpulan para dermawan
(muhsinin) untuk memberikan buka kepada mereka
yang berpuasa. Atau ada juga yang merupakan
program dari organisasi-organisasi non-profit
seperti Jam’iyyah al Khoiriyyah, Jam’iyyah Jusurul
Khoir dan berbagai lembaga social lainnya. Menu
yang disediakan secara umum adalah kurma 3 biji,
susu ½ liter, Choubbakia, Croissant (roti bulan sabit),
telur, semangkuk bubur harira (bubur khas Maroko),
dan zubdah. Namun ada juga yang levelnya lumayan
enak untuk lidah orang asia seperti nasi kebuli
dan kouskous (tumpeng yang terbuat dari gandum

berlarut-larut. Padahal jika diibaratkan, wali kota
dan wakil wali kota adalah suami istri, maka
biasanya seorang suami tidak akan tahan lama-
lama ditinggal istri.

Akibat kedua partai belum menemui titik
kesepakatan, pada Oktober 2022 PKS
mengerucutkan dua nama yang sebelumnya
ditetapkan menjadi satu nama dan diganti dengan
nama baru.

PKS memutuskan untuk mengusung Hendri
Susanto, politisi yang pernah menjabat anggota
DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumbar,  dan pernah
menjadi calon Bupati Sijunjung pada Pilkada 2020
sebagai calon Wakil Wali Kota Padang.

Duduk bersama
Melihat dinamika kedua partai tersebut, tidak

ada jalan lain kecuali kedua belah pihak harus
duduk bersama dan membuang jauh ego masing-
masing.

Dengan demikian kedua partai bisa mencapai
kata sepakat untuk mengusulkan dua nama yang
ditandatangani bersama untuk kemudian diteruskan
ke DPRD Padang guna dilakukan pemilihan.

Apalagi masa jabatan kursi Wakil Wali Kota
Padang yang kosong secara aturan baru akan berakhir
pada 13 Mei 2024 atau tersisa waktu saat sekitar
19 bulan lagi.

Jika ada yang menilai PAN sengaja mengulur
waktu agar Hendri Septa bisa memimpin Kota
Padang sendiri hingga akhir masa jabatan  karena
khawatir jika ada wakil akan terjadi konflik
kepentingan, itu kurang relevan.

Sebab, untuk membangun Kota Padang dengan
900 ribu penduduk butuh tim yang kuat dan sesuai
amanat undang-undang, kepala daerah merupakan
pasangan yang terdiri atas wali kota dan wakil
wali kota.

Selain itu jika Hendri juga khawatir tidak ada
kecocokan dengan wakil yang baru maka bisa
diantisipasi di awal lewat pembicaraan kedua partai.

Artinya Hendri bisa saja mengusulkan kandidat
yang menurutnya cocok dan pas bekerja sama untuk
kemudian partai mengusulkan nama itu guna dipilih
di DPRD.

Belum lagi jika seandainya wali kota berhalangan
dalam menjalankan tugas namun tidak ada wakil
yang bisa menggantikan, tentu ini menjadi persoalan
baru yaitu terjadinya kekosongan tampuk pemerintah
kota.

Apalagi mengurus kota dengan APBD mencapai
Rp2,8 triliun pada 2022 butuh kerja sama dan
tim yang kuat mulai dari kepala daerah hingga
organisasi perangkat daerah.

Lagi pula jika Wali Kota Padang masih sendiri
dan ada hal-hal krusial yang menjadi sorotan seputar
persoalan kota tentu akan menanggung beban sendiri
dan menjadi sorotan warga.

Apalagi, dalam dalam Undang-undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
diatur dalam APBD ada anggaran dinas jabatan
wakil wali kota namun tidak terpakai karena terjadi
kekosongan.

Artinya undang-undang administrasi
pemerintahan tegas mengatur penyelenggaraan
pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas,
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.

Agar penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih
baik, pelaksanaan pembangunan berjalan lebih
optimal mustahil dilakukan sendiri oleh wali kota
tanpa ada dukungan wakil wali kota.

Oleh sebab itu, semua pihak harus
mengedepankan kepentingan warga Padang yang
lebih besar, ketimbang kemanfaatan politik sesaat
yang berujung merugikan hak orang banyak selaku
warga kota guna mengisi kembali kursi Wakil Wali
Kota Padang yang kosong.

Sudah terlalu lama posisi Wakil Wali Kota Padang
kosong. Demi kepentingan masyarakat yang lebih
besar, saatnya kedua partai menyisihkan ego masing-
masing.  ikhwan/antikhwan/antikhwan/antikhwan/antikhwan/antPranata sosial masyarakat beragama yang madani

untuk Sumatera Barat, semestinya berpedoman
(bersandikan) kepada Syarak dan Kitabullah.

Dalam keniscayaan ini, maka kekerabatan yang
erat  menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan. Kekerabatan tidak akan wujud
dengan meniadakan hak-hak individu orang banyak.

Pembentukan karakter atau watak berawal dari
penguatan unsur unsur perasaan (affective
component), hati (qalbin Salim) yang menghiasi nurani
manusia dengan nilai-nilai luhur tumbuh mekar
dengan kesadaran kearifan (cognitive component) yang 
tumbuh dengan kecerdasan budaya
memperhalus kecerdasan emosional serta dipertajam
oleh kemampuan periksa evaluasi positif dan negatif 
atau kecerdasan rasional intelektual yang dilindungi
oleh kesadaran yang melekat pada
keyakinan (kecerdasan spiritual) yakni hidayah Islam.

Watak yang sempurna dengan nilai nilai luhur
(akhlaqul karimah)  akan melahirkan tindakan terpuji,
yang tumbuh dengan motivasi (nawaitu) yang bersih

sayur dan daging) setiap hari jumat, seperti yang
penulis alami ketika tinggal di Hay Alkhoir, Rabat.

Suasana ibadah Maroko tidak kurang
menariknya untuk kita ambil manfaatnya di
Indonesia. Ramadan sebagai bulan Al Quran betul-
betul dapat dirasakan disini. Pada bulan ini umat
Islam Maroko meluangkan banyak waktunya untuk
membaca kitab suci. Mereka tidak hanya membaca
Al Quran, di rumah, atau di masjid, tapi juga di
kendaraan umum, seperti kereta, bus, taksi, dan
tempat kerja, bahkan di pasar. Kita akan dapati
dengan mudah para pembaca Al Quran bertebaran
di negeri ini. Bahkan rasanya hampir setiap
kendaraan beroda empat kita dapati Al Quran yang
tersimpan untuk selalu siap dibaca oleh sang
empunya.

Sepanjang bulan Ramadan , shalat lima waktu
di masjid-masjid selalu dipenuhi jamaah. Keadaan
yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan-
bulan sebelumnya. Apalagi kalau sang imam adalah
seseorang yang disegani dan qari terkenal, tak jarang-
jarang jalan-jalan pun akan terisi penuh, bahkan
sampai ditutup ketika shalat tarawih tiba. Setiap
malam, imam hampir dipastikan akan menyelesaikan
satu juz Al Quran dengan jenjang dua shift. Dengan
demikian, seiring dengan berakhirnya Ramadan,
imam telah mengkhatamkan seluruh isi Al Quran
dalam shalat tarawih. Yang menambah nikmat dalam
melaksanakan shalat tarawih di Maroko adalah
bacaan imam dengan Qira’at Warch-nya yang tak
bisa kita jumpai di Indonesia yang umumnya
menggunakan Qira’at Hafs an ‘Ashim.

Di penghujung 10 hari terakhir Ramadan biasanya
sebagian masjid mengadakan ibadah itikaf. Selain
agar lebih meningkatkan kualitas ibadah, ternyata
ibadah itikaf ini dapat menambah silaturrahmi dan
wawasan, karena biasanya para mutakifin (para orang
yang iktikaf) lebih bisa melaksanakan shalat lima
waktu tepat waktu dan mengikuti pengajian-
pengajian habis Ashar seperti di Masjid Sunnah
Rabat dan masjid-masjid lainnya.  fakih abdulfakih abdulfakih abdulfakih abdulfakih abdul
az i z / t ebu i r engon l ineaz i z / t ebu i r engon l ineaz i z / t ebu i r engon l ineaz i z / t ebu i r engon l ineaz i z / t ebu i r engon l ine

(ikhlas).
Nilai-nilai ajaran Islam mengajarkan agar setiap

Muslim wajib mengagungkan Allah dan menghargai
nikmatNya yang menjadi sumber dari rezeki, kekuatan,
kedamaian dan membimbing manusia keluar dari
kegelapan menuju cahaya. Pengamalan syari’at agama
Islam dengan keimanan (tauhid) yang benar akan
mendorong setiap muslim memahami tentang arti
kehidupan.

Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang
beriman yang mengeluarkan mereka dari berbagai
kegelapan kepada nur(hidayah-Nya). Dan orang-orang
kafir itu pelindung-pelindung mereka ialah taghut
( sandaran kekuatan selain Allah) yang mengeluarkan
mereka daripada nur (hidayah Allah) kepada berbagai
kegelapan …. (Al-Baqarah, 257).

Muhasabah dapat dilaksanakan dengan cara
meningkatkan ubudiyah serta mempergunakan waktu
dengan sebaik-baiknya.Waktu adalah modal utama
manusia. Apabila tidak dipergunakan dengan baik,
waktu akan terus berlalu. Ketika waktu berlalu begitu

saja, jangankan keuntungan yang akan diperoleh,
modalpun hilang.  Hadits Nabi SAW yang
memperingatkan; “Dua nikmat yang sering disia-siakan
banyak orang: Kesehatan dan kesempatan (waktu luang).”
(H.R. bukhari melalui Ibnu Abbas r.a)

Masyarakat  Sumatera Barat dengan Penduduk terbesar
memiliki ciri khas adat Minangkabau berfilososi
ABSSBK) adalah Masyarakat Beradat Dan Beradab.
Kegiatan hidup bermasyarakat dalam kawasan ini selalu
dipengaruhi oleh berbagai lingkungan tatanan (system)
pada berbagai tataran (structural levels).

Yang paling mendasar tatanan nilai dan norma
dasar sosial budaya yang akan membentuk pandangan 
hidup dan panduan  dunia (perspektif), yang akan
memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat
kota Padang  berupa sikap umum dan perilaku serta
tata-cara pergaulan dari masyarakat itu.

ABS-SBK dapat menjadi landasan pembentukan
pranata sosial keorganisasian dan pendidikan yang

melahirkan berbagai gerakan dakwah dan bentuk
kegiatan yang akan dikembangkan secara formal ataupun
informal.

Ia juga menjadi pedoman petunjuk perilaku bagi
setiap dan masing-masing anggota masyarakat di dalam
kehidupan sendiri-sendiri, maupun bersama-sama. Lalu
juga memberikan ruang dan batasan-batasan bagi
pengembangan kreatif potensi pelajar (remaja) Sumatera
Barat dalam menghasilkan buah karya sosial, budaya
dan berdampak ekonomi, serta karya-karya pemikiran
intelektual, yang akan menjadi mesin perkembangan
dan pertumbuhan kota  dan kabupaten di Sumatera
Barat ini.

Agama Islam yang dianut masyarakat Minangkabau
di Sumatera Barat diyakini dapat menjadi penggerak
pembangunan dan telah terbukti dalam sejarah yang
panjang menjadi kekuatan mendinamisir masyarakat
adat Minangkabau menampilkan jati diri  dalam
adat mereka.



MANFAATKAN MASA RESES I TAHUN 2022-2023

Tampung Aspirasi, 65 Anggota DPRD
Sumbar Turun ke Dapil Masing-Masing
Padang, Khazanah – Reses masa sidang
pertama 2022-2023 Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang
berlangsung sejak 23 Oktober 2022 lalu
yang akan berakhir tanggal 30 Oktober
lusa, diikuti oleh 65 orang anggotanya,
termasuk pimpinan untuk menggali
informasi serta aspirasi dari masyarakat
yangf mereka wakili.

Banyak isu penting yang diserap
anggota DPRD Sumbar saat
memanfaatkan masa reses perorangan
mengunjungi konstituen di daerah
pemilihan (dapil) masing-masing seperti
masalah kasus gagal ginjal akut,
parahnya infrastruktur di daerah yang
dikunjungi anggota dewan bersangkutan,
masalah pembangunan akhlak,
pendidikan, pemenuhan kebutuhan para
nelayan serta petani dan lain-lain.

Seperti disampaikan Ketua DPRD
Sumbar Supardi, DPRD sebagai lembaga
legislatif merupakan lembaga
perimbangan terhadap kekuasaan
eksekutif yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan di
daerah.

Dan masa reses, ulasnya, adalah masa
di mana anggota DPRD bekerja di luar
gedung atau di luar kantor, dengan
melakukan kunjungan ke konstituen atau
Daerah Pemilihan (Dapil) untuk
menjalankan tugas-tugasnya sebagai
wakil rakyat menjaring aspirasi.

Reses sangat efektif dan digunakan
menjadi instrumen yang baik untuk
memperoleh aspirasi dan masukan dari
konstituen, serta untuk melihat langsung
implementasi berbagai kebijakan yang
dibuat oleh eksekutif.

“Itu berarti reses dilakukan dalam
kerangka anggota DPRD menjalankan
tugasnya dalam hal legislasi,
penganggaran, dan pengawasan,”
tukasnya.

Seperti juga disampaikan Wakil
Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, salah
satu fokus 65 anggota DPRD Sumbar
selama reses masa sidang pertama 2022-
2023 ini adalah, menampung keluhan
masyarakat tentang kasus gagal ginjal
akut yang kini sedang menjadi

pembahasan serius tidak hanya di
Sumbar, akan tetapi juga di tingkat
nasional.

Isu tentang gagal ginjal akut yang
menyerang anak-anak ini tak bisa
dipandang enteng, ini jelas menjadi
perhatian serius kita bersama,” ujar Irsyad
Safar.

Isu lainnya yang juga tak kalah
penting adalah soal masalah pendidikan.
Dengan diterapkannya sistem zonasi
untuk sekolah negeri setingkat SMP
dan juga SMA/SMK oleh pemerintah,
ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar
Suwirpen Suib, jelas membuat warga
di wilayah tidak mempunyai sekolah
negeri atau zonk zonasi, terpaksa
menyekolahkan anaknya ke sekolah
swasta.

Suwirpen mengaku, waktu
melaksanakan reses di kawasan Sungai
Beremas, Kelurahan Gates Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang dua hari lalu, masalah pendidikan
banyak dikeluhkan warga setempat dan
menginginkan adanya penambahan
SMP serta SMA/SMK negeri di
daerahnya.

Karena secara zonasi, seperti juga
disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar
Indra Dt. Rajolelo, untuk melanjutkan
pendidikan, masyarakat harus
menyekolahkan anaknya ke kecamatan
tetangga, dan secara pembiayaan tentu
akan besar, sehingga banyak masyarakat
memilih memasukkan anaknya di SMP
atau SMA swasta.

"Jadi kalau swasta tentu masyarakat
harus membayar. Jika tidak ada biaya,
bisa saja putus sekolah," katanya.

Sementara isu lain yang tak kalah
penting adalah isu p[embangunan mental
spiritual. Karena itu, dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang religius
dan unggul, pembangunan isu spiritual
perlu dikedepankan, karena
pembangunan fisik material yang tidak
seimbang dengan pembangunan mental
spiritual, bisa menyebabkan terjadinya
distorsi atau penyimpangan dalam
pelaksanaan pembangunan fisik material.
  adv

PARIWARA

JUMAT, 2 RABIUL AKHIR 1444 H
JUMAT, 28 OKTOBER 20228

Ketua DPRD Sumbar Supardi menampung aspirasi masyarakat Nagari VII Koto Talago, Kabupaten 50 Kota saat reses perseorangan ke
daerah itu

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menampung aspirasi masyarakat Sungai Beremas, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang saat reses ke daerah itu

Anggota DPRD Sumbar Hj. Aida, SH saat pertemuan dengan 14 Keluarga
Yasin ketika melakukan reses ke Nagari Situjuh Tungka, Minggu (23/10)

Anggota DPRD Sumbar Maigus Nasir bersama warga Pasia Gurun Kelurahan
Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saat reses

Anggota DPRD Sumbar Syamsul Bahri saat mengunjungi konstiuennya di dapil
Pasaman-Pasaman Barat
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Stunting Bisa Selesai
dengan Lintas-Sektoral

WAWANCARA DENGAN BUPATI SAFARUDDIN DT. BANDARAO RAJO

atau karena masalah keluarga
diserahkan saja kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan. Semua
kita harus terlibat, bahkan di
nagari-nagai kita ajak juga para
perantau dan tokoh masyarakat
nagari itu untuk ikut serta
mengentaskan stunting ini.

Selain itu apa langkah pak
Bupati?

Kita terus belajar dan
memperbaiki mana yang perlu
diperbaiki dalam penanganan
stunting ini. Bahkan kita tidak
segan belajar ke Pasaman Barat.
Saya kirim tim Pemerintah
Kabupaten dan DPRD Limapuluh
Kota ke Pasaman Barat, karena
Pasaman Barat telah maju
selangkah dalam upaya
menurunkan prevalensi
stuntingnya. Jadi kita terbuka saja
pada usul dan saran-saran dari
berbagai kalangan asal untuk
kebaikan dan bisa kita
laksanakan, kita laksanakan.

Bagaimana menumbuhkan
semangat dan kemauan untuk
berinovasi itu di nagari-nagari?

Kita dorong aparat nagari dan
anak nagari untuk memberi
perhatian kepada kasus stunting
ini. Kita minta semua nagari
berkomitmen untuk mempercepat
penurunan angka stunting. Salah
satu strateginya adalah dengan
kehadiran Kampung Keluarga
Berkualitas (KB). Tujuanya,
menciptakan integrasi dan
konvergensi penyelenggaraan
pemberdayaan dan penguatan
institusi keluarga guna
meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.

Seperti apa konkretnya?
Untuk melaksanakan program

kampung berkualitas diharapkan

peran serta pemerintah nagari dan
masyarakat melalui kombinasi
program pos gizi dan Dapur Sehat
Atasi Stunting (Dahsat) serta
adanya penekanan bahwa
kampung keluarga berkualitas
merupakan tanggung jawab
bersama tidak hanya Dinas
DP3KBPPPA.

Sebenarnya pada angka berapa
prevalensi stunting di Kabupaten
Limapuluh Kota?

Angka prevalansi stunting di
Kabupaten Limapuluh Kota
menurut Studi Status Gizi
Indonesia (SSGI) pada tahun 2019
adalah 28,94 persen, dan pada
tahun 2021 berada pada 28,2
persen. Melihat kondisi itu,
stunting menjadi permasalahan
dan isu strategis yang harus
diselesaikan karena stunting juga
menjadi salah satu faktor masih
rendahnya Indeks Pembangunan
Manusia atau IPM. Saat ini IPM
Limapuluh Kota 69,47 persen, di
bawah rata-rata provinsi Sumatra
Barat yang berada di angka 72,38
persen. IPM daerah kita pada tahun
2020 berada di urutan 13 dari
18 kabupaten/kota yang adadi
Sumbar.

Kalau begitu memang pantas,
urusan penurunan angka stunting
ini tidak bisa hanya diserahkan
pada satu sektor saja, misalnya
kesehatan saja ya pak Bup?

Benar. Maka saya memberi
penekanan akan pentingnya

sinergitas antar-elemen dan antar-
OPD. Jadipermasalahan stunting
bukan tanggungjawab dari Dinas
Kesehatan saja atau Dinas Sosial
saja. Ada peran OPD lain
diantaranya PUPR dalam
memenuhi akses sanitasi dan air
minum dan Disdukcapil dalam
pelayanan dokumen
kependudukan, Bapelitbang.
Begitu juga dengan beberapa
perangkat daerah lainnya hingga
pemerintah nagari.

Di Nagari-nagari bagaimana
suasana kebatinan untuk
berkolaborasi atau berkonvergensi
ini?

Tak ada pilihan selain itu,
kolaborasi dan sinergi yang baik
antar perangkat daerah spesifik
dan perangkat daerah sensitif.
Peran ini wajib diambil oleh
perangkat daerah untuk
penanganan stunting di daerah.
Perbup Nomor 25 tahun 2020
sudah ada, peran pemerintah
nagari juga dituntut untuk aksi
konvergensi stunting di
wilayahnya.

Sementara di tingkat OPD di
Kabupaten?

Alur pelaksanaan aksi dengan
mengikuti jadwal reguler
perencanaan dan pengangaran
daerah. OPD harus bersatu padu
dalam aksi konvergensi. Termasuk
pola asuh anak dilaksanakan
dengan baik di tengah-tengah
masyarakat.*

Stunting yang terjadi di daerah
lumbung pangan adalah sesuatu
yang sangat ironis. “Tapi apapun
itu, semua harus kita selesaikan
dengan baik, angka stunting harus
bisa kita tekan sampai jauh ke
bawah dengan berbagai program
dan dukungan,” kata Bupati
Limapuluh Kota Safarudin Dt.
Bandaro Rajo. Berikut kutipan
wawancaranya dengan pers:

Apakah angka stunting ini bisa
diturunkan lebih ke bawah lagi

di Limapuluh Kota?
Jawabnya bukan bisa,

melainkan “harus”, karena jika
dalam satu kaum ada anggota
kaum yang kekurangan gizi lalu
menderita stunting, maka kaum
itu mesti bertanggung jawab, lalu
nagari itu harus bertanggung
jawab, kecamatan itu bertanggung
jawab dan kita di Kabupaten
bertanggung jawab untuk
mengatasinya. Jadi sebuah
keharusan.

Apa yang terpenting dilakukan
untuk menggerakan kemauan
bersama memerangi stunting di
daerah ini?

Satu-satunya cara adalah
membangun solidaritas,
kebersamaan. Ini pekerjaan tak
bisa dilihat secara sektoral saja.
Harus lintas-sektoral. Tidak bisa,
karena hanya soal pisik tak sehat
lalu diserahkan sajake Dinas
Kesehatan, atau karena ketiadaan
diserahkan saja ke Dinas Sosial,

CARA BAIK LIMA PULUH KOTA

Telur Bisa Turunkan
Angka Stunting

Perlahan tapi Pasti, Stunting
Limapuluh Kota Turun

Kabupaten Limapuluh Kota
dikenal sebagai kabupaten sentra
produksi telur. Sebagian besar
pergerakan ekonomi daerah ini
didorong oleh berkembangnya usaha
peternakan ayam petelur. Praktis
kehidupan warga juga cukup baik.
Dari usaha perunggasan itu tumbuh
berbagai usaha, dari penyediaan
pakan ternak, perdagangan telur,
pekerja kandang, angkutan dan
sebagainya. Tapi, Limapuluh Kota,
khususnya beberapa nagari tidak
melihat itu sekedar peluang usaha
yang sedang tumbuh dan
berkembang saja melainkan juga
melihat peluang untuk memperbaiki
gizi masyarakat.

“Telur dijual sampai jauh ke
luar provinsi untuk menyehatkan
manusia, tapi kenapa tidak kita
sehatkan dulu warga kita? Kita
cukupkan dulu gizi keluarga kita?”
kata Bupati Limapuluh Kota
Safaruddin Datuak Bandaro Rajo
dalam satu kesempatan dengan para
wartawan.Ia pun memberi pujian
kepada empat Walinagari, Ampalu,
Sungai Naniang, Tanjung Bungo
dan Piobang. Keempat nagari itu
berhasil memperbaiki gizi masyarakat
dan mempercepat penurunan angka
stunting secara signifikan.

Bagaimana bisa?
“Telur memang dijual untuk

perbaikan eknomi, tetapi disisakan
juga untuk perbaikan gizi keluarga.
Bahkan telur di nagari-nagari itu
telah menjadi pembentuk kerukunan
dan solidaritas sesama demi
perbaikan gizi anak-anak,” kata
Bupati Safaruddin.Wali Nagari
Tanjuang Bungo Yefriandi Datuk

Mangkuto Rajo misalnya, telah
membuktikan betapa dengan telur
telah berhasil dilakukan perbaikan
gizi keluarga. Dengan dukungan
penuh masyarakatnya, nagari itu
menggulirkan program yang disebut
Prosasa alias Program Satu Telur
Satu Keluarga.Tetapi seperti
diterangkan oleh Walinagari
Tanjuang Bungo, telur tidak
langsung menjadi bahan pokok
perbaikan gizi warga terutama anak-
anak agar tidak mengalami
pengerdilan tubuh (stunting).”Telur
hanya alat. Itu untuk memuarakan
bentuk partisipasi warga dalalam
upaya bersamasama memperbaiki
gizi keluarga. Jadi setiap keluarga
menyerahkan dengan sukarela sebutir
telur secara berkala. Telur yang
terkumpul lalu dijual dan dibelikan
susu, untuk diberikan kepada
keluarga yang membutuhkan.
Dengan demikian terjadi sinergi
antara yang memiliki ayam dengan
mereka yang tidak punya dan tidak
mampu,” kata Walinagari.Di
keempat nagari itu (Tanjuang Bungo,
Piobang, Ampalu dan Sungai
Naniang), sejak 2019 memang
menjadi titik perhatian Pemerintah
Kabupaten Limapuluh Kota untuk
menjadikannya sebagai wilayah
stunting dan kemudian dilakukan
intensifikasi program mempercepat
pembebasan daerah-daerah itu dari
ancaman stunting.”Berkat telur dan
semangat kebersamaan,
Alhamdulillah nagari ini sudah bebas
dari stunting pada 2021,” kata
Walinagari Yefriandi.

Sampai sata ini, seperti dikatakan
Bupati Limapuluh Kota, daerahnya

telah memasuki tahun ketiga sebagai
salah satu lokus penurunan stunting
tingkat nasional. Bahkan sampai
tahun 2024 pemerintah secara
nasional menargetkan untuk
menurunkan angka Prevalensi
Stunting sampai 14 persen.”Sekarang
Alhamdulillah prevalensi stunting
Limapuluh Kota sudah turun dari
28,2% ke 22,2%. Kita mencatat ada
1.974 anak penderita stunting dan
40.537 keluarga memiliki resiko
stunting (42,77%).Menurutnya agar
upaya penurunan dan pencegahan
stunting di Kabupaten Limapuluh
Kota tercapai, diperlukan kolaborasi
dan sinergi yang baik dengan semua
pihak. Nagari-nagari didorong
melakukan inovasi bagaimana
caranya menurunkan prevalensi
stunting di nagari masing-masing.
Kita akan lakukan kunjungan
lapangan juga nanti untuk
mengaplikasikan program Praktik
Sadari Stunting dan Gerakan Seribu
Stunting (Gerbuting) di Nagari
Tanjung Bungo, Sungai Naniang,
Ampalu dan Piobang,” kata
Safarudin.Bupati menyampaikan
komitmen Pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota dalam ikhtiar
menurunkan stunting terurai antara
lain, pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting Tingkat
Kabupaten, Kecamatan dan
Nagari.”Tugas tim adalah
mengkoordinasikan, mensinergikan,
mengevaluasi penyelenggaraan
percepatan penurunan stunting secara
efektif, konvergen, dan terintegrasi
dengan melibatkan lintas sektor,”
ujarnya.

Stunting tak akan hilang
kalau hanya diurus secara sektoral.
Tapi harus lintas-sektoral, dan
melibatkan masyarakat yang luas.
“Pengelolaan dan percepatan
penanganan stunting di
Limapuluh Kota ini patut menjadi
contoh untuk yang lain, semangat
kebersamaan telah membuktikan
daerah ini berhasil,” puji Kepala
BKKBN Perwakilan Sumbar,
Fatmawati.Ketika melihat dari
dekat upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Limapuluh
Kota di lapangan untuk
penanganan stunting pekan lalu,
Fatmawati mengatakan salah satu
yang menarik itu adalah adanya
kegiatan praktik hasil dari diskusi
Sadari Stunting dan
Gerbuting.”Kami mengembangkan
Pemetaan Intervensi Konvergensi
Percepatan Penurunan Stunting
(Pensi Penting) dengan tujuan
mendapatkan gambaran wilayah
prioritas intervensi percepatan
penurunan stunting sesuai dengan
indikator berpotensi risiko
stunting,” kata Fatmawati.Apalagi
keberanian Pemerintah Kabupaten
dan DPRD menunjang langkah-
langkah penurunan angka
stunting sepanjang 2022
Limapuluh Kota dengan
membudjet program ini dana Rp.
1,7 miliar yang bersumber dari
dana DAK Non Fisik Dana
Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB). Kabar tentang
inovasi yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Limapuluh
Kota untuk menurunkan angka

stunting terdengar sampai ke
pemerintah pusat. Karena itu satu
tim besar dari lintas-kementerian
dan lembaga yang terkait program
percepatan penghapusan stunting
datang ke Limapuluh Kota dan
ingin melihat sendiri bagaimana
warga di empat nagari yang
disebut di atas bekerja bahu
membahu memerangi stunting
dengan cara yang unik.

Pekan lalu serombongan
pejabat dari Lintas Kementerian
dan Lembaga (K/L) datang ke
Limapuluh Kota melihat dari
dekat cara Bupati Safarudin
mengentaskan stunting. Mereka
(tim tersebut) ingin melihat secara
nyata seperti apa rupanya
kabupaten yang meraih Terbaik
ke-II pada Penilaian Delapan Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting
Tahun 2022 yang diterima Bupati
Safaruddin di acara Workshop 8
Aksi Konvergensi Penurunan
Stunting Agustus lalu di
Bali.Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
(Bapelitbang) Limapuluh Kota
Gusdian Laora menyebut bahwa
bagi Pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota, stunting adalah
hal yang mutlak perlu
dientaskan.”Di negeri yang
pangannya melimpah ini, masak
iya harus ada anak yang
kekurangan gizi dan menderita
pengerdilan tubuh? Ini tidak boleh
terjadi, karena itu berbagai upaya
dilakukan untuk keluar dari
masalah ini,” kata Gusdian kepada
pers.

Dalam sebuah diskusi
terpumpun di Tanjuang Bungo,
fasilitator dari Bappenas, Harris
Rambey memuji apa yang telah
dicapai Pemkab Limapuluh Kota
ini. “Luar biasa, kami memberi
apresiasi yang tinggi kepada para
Walinagari, khususnya di Tanjung
Bungo ini atas inovasinya
menggerakkan masyarakat
memberantas dan mempercepat
penurunan prevalensinya,” kata
Harris.Menurut Harris apa yang
sudah dilakukan di Limapuluh
Kota ini akan disebarluaskan pula
ke daerah lain yang angka
prevalensi stuntingnya masih
tinggi.Perbaikan giziyang
kemudian berdampak pada
pertumbuhan kesehatan
anakadalah hal yang tercatat
sebagai program penting dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024.
“Pada RPJM ini, ditargetkan
prevalensi stunting turun menjadi
14 persen pada tahun 2024. Selain
itu, upaya percepatan penurunan
stunting juga menjadi salah satu
dari proyek prioritas. Maka semua
pihak dari pusat sampai ke nagari
harus turut menyukseskannya,”
kata Haris.***
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KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN

Hakim Pertanyakan Pasal Sangkaan oleh Penyidik PPA Polresta Padang

KHUSUS PENGURUS CABOR

KONI Padang Panjang Gelar Bimtek
Administrasi Pelaporan Keuangan
Padang Panjang, Khazanah - Di tengah kegundahan anggaran
menghadapi Porprov XVI Juni 2023 mendatang yang tak ada kata
pasti dari Pemerintah Daerah (Pemda) sampai saat ini, tapi Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Panjang tetap
melaksanakan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Pelaporan
Keuangan bagi Pengurus Cabang Olahraga se Kota Padang Panjang
di ruang pertemuan pendopo rumah dinas Walikota, Kelurahan
Guguak Malintang Padang Panjang disebabkan anggaran Koni yang
terbatas, Kamis (27/10).

Bimtek yang dihadiri oleh Ketua KONI, Ferry Mer ,Wakil Ketua,
Ferdi Munandar Yuwardi Tanjung Sekretaris Koni  Panji dan  Dian
(Bendahara) serta seluruh pengurus KONI Padang Panjang  ini dibuka
langsung oleh Walikota Padang Panjang Fadly Amran  dan diikuti
seluruh Sekretaris dan Bendahara Cabor se Kota Padang Panjang

Dalam sambutanya Fadly mengatakan Konsep Padang Panjang
Cerdas Berintegritas juga berjalan pada KONI. Saya berharap dengan
keterbatasan anggaran, prestasi tetap maksimal, administrasi sesuai
dengan prosedur," ujar Wako Fadly saat membuka Bimbingan Teknis
(Bimtek) Administrasi yang diikuti 38 Pengurus Cabang (Pengcab)
olahraga, Kamis (27/10), di Pendopo Rumah Dinas itu.

Dikatakannya lagi, pengurus KONI dan pengcab wajib memahami
segala ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi secara
administratif. Seperti pada pengelolaan dan pertanggungjawaban
dana hibah.

Fadly meminta KONI bisa menggunakan penganggaraan untuk
pembinaan atlet. Yaitu atlet yang diikutkan pada Porprov nanti.
"Berikan asupan gizi yang bagus, pelatihan bagus. Semoga ketika
Porprov, prestasi bakal berada di tangan kita," sebutnya.

Sementara Ketua KONI Fery Mer mengatakan, Bimtek yang
dilaksanakan ini merupakan program kerja KONI  tahun 2022 sekaligus
dalam rangka persiapan Cabang Olahraga dalam menghadapi Porprov
XVI  yang rencananya diadakan tahun Juni  2023 nanti ,dan Padang
Panjang salah satu tuan rumah bersama kota Padang.

Narasumber pada Bimtek ini adalah dari Kejaksaan dan Sekretariat
KONI.

Ia berharap kepada seluruh peserta untuk dapat menyerap ilmu
yang akan diberikan oleh narasumber dari kejaksaan tersebut

“Didalam diskusi nanti semua peserta akan dapat pembelajaran,
setiap masukan, petunjuk, dan bimbingan yang diberikan, bisa
dijadikan ilmu mengelola administrasi di dalam membina olahraga
secara baik. Semoga dengan kegiatan bimtek ini peserta bisa memahami
tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilakukan,”
harap Ferry. n paulhendri

Ade Rezki Pratama Soroti
Kinerja Pelayanan RSOMH

Bukittinggi, Khazanah - Anggota
DPR RI komisi IX yang langsung
menaungi kesehatan masyarakat,
menyoroti kinerja pelayanan dari
Rumah Sakit Otak Mohammad
Hatta (RSOMH) yang dikeluhkan
masyarakat dari berbagai daerah
di Sumatera Barat.

Ade Rezki Pratama dari fraksi
Partai Gerindra menyebutkan
dirinya menerima langsung
keluhan dari keluarga pasien
terkait buruknya pelayanan dari
beberapa oknum perawat ke
pasien dan keluarganya saat
berobat di rumah sakit vertikal
milik Kementerian Kesehatan itu.

"Ini sudah beberapa kali kami
mendapatkan laporan langsung
dari warga, terakhir dari pasien
asal Pariaman dan Pasaman
beberapa waktu lalu khususnya
terkait etika yang tidak bagus
dari oknum perawat yang
bertugas," kata Ade di
Bukittinggi, Kamis.

Ia mengatakan seharusnya
RSOMH yang baru saja berubah
nama itu menjadi cerminan
pelayanan kesehatan maksimal
dari Kementerian Kesehatan.

"Kami kira ini langkah awal
atau momentum transpostasi
RSOMH, namun yang kami
dapati, bukan sekarang saja,
pengaduan banyak masuk
sebelumnya, dan keluhan pasien
asal Padang Pariaman menjadi
puncak karena viral di media
sosial," katanya.

Ia meminta RSOMH cepat
tanggap dan memperbaiki kinerja
di masa depan sesuai harapan
secara nasional oleh Presiden RI

agar pelayanan kesehatan dalam
negeri juga sama baiknya dengan
negeri lain.

"Jangan sampai citra dan
pembenahan yang sudah
dilakukan tercoreng dengan ulah
oknum yang melayani pasien,
mereka pasien datang berobat,
mereka juga manusia yang harus
dilayani dengan maksimal," kata
Ade.

Ia mengatakan akan membawa
bahan pengaduan yang
didapatkan ke Menteri Kesehatan
RI agar dapat ditindaklanjuti
demi pelayanan kesehatan.

"Rasa-rasanya Kementerian
Kesehatan memiliki dana triliunan
rupiah APBN untuk dapat
membenahi seluruh rumah sakit
di Indonesia termasuk RSOMH,"
katanya

Ia berharap RSOMH dapat
membuka pintu ugd, kamar rawat,
kamar operasi dan lainnya untuk
kepentingan masyarakat umum
dengan tidak mengedepankan
arogansi.

Informasi terkait laporan
keluarga pasien, telah diterima
oleh pihak RSOMH, untuk
mengantisipasi hal serupa tidak
terulang kembali, pihak rumah
sakit membuat Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM).

"Ini sekaligus sebagai media
center demi menjadikan rumah
sakit ini menjadi lebih baik lagi,
yang menjadi sarana bagi
masyarakat dan juga awak media
untuk berdiskusi dan
menyampaikan kritikan terhadap
layanan-layanan," kata Plt
Direktur Utama, Yusirwan. n ant

Pemko Payakumbuh Dorong Koperasi Punya NIB dan Ikut BPJS

Padang, Khazanah-- Ketua majelis
hakim Pengadilan Negeri (PN)
Kelas IA Padang Padang Ferry
Hardiansyah dengan anggota
Arifin Sani dan Gunawan
mempertanyakan kepada penyidik
unit PPA Satreskrim Polresta
Padang soal  dasar, sangkaan pasal
penganiayaan yang dugaan
dilakukan terdakwa berinisial
MFY, yang merupakan oknum
wartawati media online terhadap
salah seorang perempuan LM di
Kota Padang.

Dikatakan ketua majelis hakim
bahwa, dasar apa penyidik PPA
menyangkakan pasal 351
penganiayaan berat kepada terdakwa
MFY. Kenapa tidak pasal 352.

"Saudara saksi tolong
dijelaskan kenapa anda
menyangkakan pasal 351 kepada
terdakwa. Apakah terdakwa (LM)
mengalami luka berat sehingga
dasar ini yang disangkakan
kepada terdakwa." kata Hakim
yang juga didengarkan Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Padang Suryati.

Kemudian, saksi Unit PPA
Polresta Padang Aipda Edri Tovia
menyebutkan, pasal tersebut
sudah hasil gelar perkara oleh

tim penyidik Polresta Padang.
"Siap yang mulia. Keputusan

penerapan pasal itu sudah hasil
gelar baik Kasat Reskrim,
penyidik, pengawasan dan
Propam. Saya hanya memaparkan
fakta dari Berita Acara Perkara
(BAP) tidak mengusulkan.
Keputusan itu dari gelar perkara,"
kata Aipda Edri Tovia.

Selanjutnya, Hakim juga
mempertanyakan apakah saksi
korban (LM) bisa beraktivitas
sewaktu diperiksa dan apa
urgensi sangkaan pasal 351
tersebut.

"Saksi korban LM sewaktu
diperiksa bisa beraktivitas, dan
sewaktu diperiksa saksi korban
mengaku susah makan dan
korban mengaku bibir sebelah
kiri dan mengalami bengkak. Dan
saat diperiksa tidak bisa makan
juga akibat sariawan, " kata Aipda
Edri Tovia lagi.

Selanjutnya, Kuasa Hukum
terdakwa MFY melalui Elfia
Winda, Yutiasa Fakho dan
Bobby  Borisman juga
menanyakan kepada saksi
penyidik PPA Polresta Padang
bahwa korban LM tidak bisa
makan akibat bibirnya bengkak

atau Sariawan?
"Saksi korban LM saat

diperiksa mengeluhkan tidak bisa
makan akibat Sariawan juga,"
jawab Edri Tovia.

Edri Tovia menjelaskan,
sebelumnya pihaknya
menyarankan agar ada upaya
mediasi kepada terdakwa (MFY)
agar meminta maaf kepada
korban (LM).

"Namun jawaban terdakwa
MFY bahwa  LM tidak bisa
ditemui dan tidak ada di
rumahnya." ujarnya.

Sidang dilanjutkan dalam
pekan depan mendengarkan
keterangan saksi ahli dokter.

Sementara di luar
persidangan

Kuasa Hukum terdakwa MFY
, Yutiasa Fakho mengatakan,
pandangan kuasa hukum dalam
hal ini Kasus ini terlampau
dipaksakan,  pasal pemberatan
yaitu pasal 351 KUHP ayat 1.

"Sebenarnya sesuai fakta
persidangan korban yang inisial
LM bisa beraktfitas atau tidak
terganggu dalam menjalankan
aktiftas sehari sehari. Sehingga
menurut kuasa hukum  sangat
aneh dalam penerapan pasal
tersebut. Seharusnya dalam sisi
keadilan dan fakta hukum kasus
ini tipiring yaitu Pasal 352
KUHP," tutupnya.

Sebelumnya dalam dakwan
JPU Kejari Padang  pada hari
Sabtu  tanggal 26 Maret  2022
sekira pukul 10.30 Wib atau
setidak tidaknya pada suatu
waktu  dalam bulan Maret tahun
2022  bertempat sebuah kedai
Mak Unco jalan Blok M  Rt.001
Rw.003 Kelurahan Indarung
Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang, melakukan
penganiayaan terhadap saksi
(LM) meminta hutang kepada
terdakwa MFY.

Dijelaskan dalam dakwaan ,
saksi korban mendorong bahu
terdakwa dan terdakwa membalas
dengan meninju saksi korban
sambil memegang handphone
menggunakan tangan kanannya
sebanyak 1 (satu) kali mengenai
atas bibir saksi korban sebelah
kiri dan mengalami bengkak,
kemudian terdakwa meninju saksi
korban lagi sambil memegang
kunci motor menggunakan tangan
kirinya sebanyak 1 (satu) kali
namun saksi korban tangkis
dengan tangan kiri saksi  korban
sehingga mengenai pergelangan
atas dan bawah  tangan kiri saksi
korban dan memerah selanjutnya
saksi korban melaporkan ke
Polresta Padang untuk  untuk
diproses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa,
saksi Korban  Liza Marlina
sebagaimana hasil Visum et
Repertum Nomor : VER /154/
III/2022 RS. Bhayangkara tanggal
26 Maret 2022, yang ditanda
tangani oleh dokter yang
memeriksa  dr. Kartika Mega
Rahman  dengan kesimpulan
pada pemeriksaan korban
Perempuan yang berumur tiga
puluh sembilan  tahun ini
ditemukan luka  lecet dan
bengkak diatas bibir  atas sebelah
kiri ukuran tiga cm kali nol koma
lima cm dan luka lecet pada
punggung tangan kiri dengan
ukuran satu cm kali satu cm dan
luka lecet pada pergelangan
tangan kiri dengan ukuran satu
cm kali satu cm

Akibat perbuatan terdakwa
saksi korban terganggu aktifitas
selama 2 (dua) minggu dan saksi
korban istirahat dirumah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana  dalam
pasal  351 ayat (1)  KUHP. n
Murdiansyah Eko

Saksi disumpah di bawah Al-Qur'an oleh Petugas Pengadilan
Negeri Padang, Kamis (27/10), sebelum memberi kesaksian
dalam sidanga dugaan penganiayaan oleh terdakwa oknum
wartawati media online.

Anggota DPR RI Ade Rezki Pratama saat berkunjung ke RSOMH
Bukittinggi. Legislator ini menyoroti pengaduan warga yang
mengeluhkan pelayanan di rumah sakit setempat

Payakumbuh, Khazanah - Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) mendorong
pengurus koperasi di Kota
Payakumbuh untuk tertib
administrasi usaha dengan
mengantongi Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mendaftarkan
pengurus koperasi ke Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh M. Faizal
diwakili Kabid Koperasi dan
UKM Kota Payakumbuh Ade

Vianora saat membuka sosialisasi
untuk 65 koperasi aktif yang ada
di Payakumbuh, di gedung
peternakan atau BIB Provinsi
Sumatera Barat, Rabu (27/10).

"Kami mendorong agar
Koperasi dapat memasukkan
pengurus dan anggotanya ke
BPJS Kesehatan, karena kita
tidak tahu seperti apa kehidupan
kita kedepan, bisa jadi tanpa
sebab kita kecelakaan, atau
ditimpa musibah. Dengan adanya
BPJS Kesehatan setidaknya ini
sudah sedikit membantu beban
kita," kata Ade Vianora.

Ade juga menjelaskan, terkait
NIB, seluruh Koperasi yang ada
di Kota Payakumbuh seharusnya
telah memiliki NIB untuk
memudahkan akses dalam
berurusan. Untuk mendapatkan
NIB, setiap pelaku usaha bisa
melakukan pendaftaran melalui
OSS atau (Online Single
Submission) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. OSS
ditujukan untuk semua
perusahaan yang akan
mengajukan izin usaha di
Indonesia, baik itu dalam bentuk
perorangan maupun badan usaha,
UMKM atau non UMKM.

"NIB atau Nomor Induk
berusaha adalah identitas pelaku
usaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS. Setelah memiliki
NIB, maka pelaku usaha bisa
mengajukan Izin Usaha dan Izin
Komersial atau Operasional sesuai
dengan bidang usahanya masing-
masing," katanya.

Selain itu, tambah Ade, NIB
bisa digunakan sebagai Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), Angka
Pengenal Importir (API), dan hak
akses kepabeanan. Setelah

memiliki NIB, maka pelaku usaha
akan terdaftar pula sebagai
peserta jaminan sosial kesehatan
dan ketenagakerjaan.

"Masa berlaku dari NIB
adalah selama para pelaku usaha
menjalankan usahanya. Dalam
proses pembuatannya, NIB tidak
dipungut biaya apapun. Pj. Wako
Rida Ananda bahkan sangat
menantikan kedatangan para
pengusaha di Mal Pelayanan
Publik (MPP) di lantai 1 kantor
wali kota untuk bisa dilayani
dengan prima," tegasnya.

Dalam acara tersebut, Dinas
Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh juga menggandeng
BPJS Kesehatan dan DPMPTSP
untuk memberikan pemahaman
kepada pengurus koperasi yang
hadir. Narasumber dari BPJS
Kesehatan Cabang Payakumbuh
Abdilhaq Fashollatain dan dari
DPMPTSP Anzelina Raminda.

Diakhir kegiatan ini ada
penyampaian tanggapan dari
perwakilan peserta terkait
pelaksanaan kegiatan dan ada
juga 3 orang dari peserta yang
dapat hadiah doorprize yang bisa
menjawab pertanyaan dari
narasumber yaitu Musri, Zamzawir,
dan Bunda. n Lili Yuniati

Wali Kota Padang Pang Fadly Amran saat membuka Bimtek Administrasi Pelaporan Keuangan bagi Pengurus Cabang Olahraga se
Kota Padang Panjang

Kabid Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Ade Vianora saat
membuka sosialisasi untuk 65 koperasi aktif yang ada di
Payakumbuh
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Nama 400 Warga
Pasbar Dicatut
Parpol
Simpang Empat, Khazanah-- Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat, menemukan lebih dari 400
orang warga yang mengaku namanya dicatut sebagai anggota
partai politik saat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan
sejak 19 sampai 27 Oktober 2022.

"Dari temuan di lapangan hingga saat ini dari 400
orang lebih itu pada umumnya ada di sembilan partai
politik yang dilakukan verifikasi faktual yang mengaku
tidak memiliki kartu anggota," kata anggota KPU Pasaman
Barat Divisi Penyelenggaraan Pemilu Adri di Simpang
Empat, Kamis.

Ia mengatakan saat turun kelapangan petugas banyak
mendapat jawaban dari sampel yang ditemui mereka tidak
punya kartu anggota dan tidak mengetahui tergabung dalam
sebuah partai politik.

"Terhadap persoalan itu maka statusnya nanti tidak
memenuhi syarat. Namun sesuai jadwal akan ada masa
perbaikan pada 10 sampai 13 November 2022 nanti,"
ujarnya.

Menurutnya verifikasi faktual partai politik dilakukan
selama 21 hari sejak 15 sampai 4 November 2022.

Untuk verifikasi faktual pengurus telah dilakukan pada
16 sampai 18 Oktober 2022. Sedangkan verifikasi faktual
anggota dilakukan sejak 19 Oktober sampai 4 November
2022.

"Verifikasi faktual anggota dengan turun kelapangan
mengambil sampel 2.057 orang dari sembilan partai politik.
Hingga hari ini baru terverifikasi 1.200 orang atau sekitar
70 persen. Kita menargetkan besok Jumat (28/10) dapat
tercapai," harapnya.

Ia menyebutkan selama melakukan verifikasi faktual
di lapangan kendala yang ditemui adalah faktor cuaca,
lokasi yang jauh dan sulitnya menemui masyarakat yang
dituju.

Terkait hal itu, katanya, setelah petugas secara maksimal
mencari menemui dan menanyakan ke jorong, wali nagari
atau tokoh masyarakat lainnya namun tetap juga tidak
bisa ditemui maka KPU akan membuat berita acara dengan
melibatkan saksi.

Setelah itu nanti partai politik yang bersangkutan diminta
menghadirkan anggota yang tidak bisa ditemui itu di kantor
partai politik.

"Jika nanti tidak bisa juga hadir maka maka jalan terakhir
adalah dengan menghubungi yang bersangkutan dengan
metode video call," sebutnya.

Sembilan partai politik yang dilakukan verifikasi faktual
adalah PSI, Hanura, Perindo, PKB. Selain itu Partai Umat,
Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara
dan Partai Gelora. St Pamenan

Elektabilitas Ganjar
Salip Prabowo
Denpasar, Khazanah-- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai
Gerindra Ahmad Muzani menanggapi hasil survei dari
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
yang menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo
sebagai calon presiden lebih unggul daripada Prabowo
Subianto.

"Survei itu biasa, naik turun timbul tenggelam, jadi
buat kami itu sesuatu yang biasa. Dahulu waktu Pak Jokowi
dan Pak Ahok jadi calon Gubernur DKI Jakarta ketika
kami usung bersama PDI Perjuangan itu surveinya juga
tidak tinggi, tetapi kekuatan kami dengan tim berusaha
memperjuangkan beliau dan akhirnya terpilih," kata dia.

Ketika berada di Denpasar, Bali, Rabu (26/10) malam,
Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya tak gusar
dengan hasil survei. Contoh lain yang dia sebut adalah
soal kemenangan Anies Baswedan atas Ahok pada tahun
2017. Saat itu hasil survei menunjukkan bahwa Ahok
mengungguli Anies.

"Kami telah membuktikan di banyak tempat sehingga
survei bagi kami hanya indikasi saja, kami santai tidak
gusar silakan ungkap saja di berbagai survei," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei SMRC yang dirilis pada hari
Minggu (23/10) dalam simulasi tiga nama (Ganjar Pranowo,
Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan) disebutkan bahwa
Ganjar unggul dengan 32,1 persen.

"Elektabilitas Ganjar sebesar 32,1 persen, diikuti Prabowo
Subianto 27,5 persen, dan Anies Baswedan 26 persen.
Ada 14,4 persen yang belum menjawab atau tidak tahu,"
kata Direktur Riset SMRC Deni Irvan.

Di samping hasil survei, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani
turut menyampaikan bahwa pemilihan calon wakil presiden
menjadi hal yang penting sehingga telah ada kriteria untuk
mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.

"Kriterianya bisa diterima oleh Pak Prabowo sebagai
Ketua Umum Gerindra dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai
Ketua Umum PKB karena dalam deklarasi koalisi disebutkan
bahwa harus mendapat persetujuan," kata anggota DPR
RI dari Dapil Lampung itu.

Menurut dia, kesetiaan dan loyalitas pengurus tingkat
dua atau yang paling rendah di skala partai merupakan
hal yang harus diperhatikan sebagai orang yang menjaga
suara di tingkat kecamatan.

Menurut dia, kesetiaan dan loyalitas pengurus tingkat
dua atau yang paling rendah di skala partai merupakan
hal yang harus diperhatikan sebagai orang yang menjaga
suara di tingkat kecamatan. ryn/ant

Jawa Diprediksi Masih Jadi Kunci di Pilpres 2024

DITAWARI DANA BESAR DAN 2 KURSI MENTERI

PKS Jegal Pencapresan Anies?

elektabilitas politik partai yang ia pimpin,
yakni Partai Demokrat.

"Bahkan, berdasarkan survei Litbang
Kompas Oktober 2022, basis pemilih loyal
Partai Demokrat terbukti paling solid dalam
mendukung pasangan Anies-AHY," ujarnya.

Mesin politik itu semakin prima seiring
dengan tren elektabilitas Partai Demokrat
yang kian kuat, dan mengokohkan diri di
partai papan atas tiga besar, yang kian jauh
melampaui Golkar. Alhasil, Umam menilai,
dengan akselerasi elektoral hingga menembus
angka 14 persen, atau dua kali lipat dibanding
elektabilitas Golkar di 7 persen sesuai survei
Litbang Kompas. ryn/rol

Karena itu, jika dihitung berdasarkan
aspek elektabilitas, jaringan partai, jaringan
non-partai, ideologi, representasi kekuatan
politik bercorak nasionalisme-religius,
kekuatan logistik, penguasaan basis wilayah
Jawa dan Sumatera, dan faktor-faktor
pentingnya lainnya, figur AHY memang
relatif patut dipertimbangkan untuk
mendampingi Anies," jelas dia.

Sebab, lanjutnya, jika dibandingkan
dengan alternatif nama-nama lainnya, nama
AHY relatif lebih unggul berdasarkan
indikator-indikator tersebut di atas.
Berdasarkan hasil kajian sejumlah survei
nasional, jika AHY ditempelkan pada Anies,

keduanya hari ini mengisyaratkan kian
cairnya komunikasi antar partai pendukung
Anies Baswedan.

"Ini sekaligus mempertegas isyarat restu
politik Paloh bagi AHY untuk mendampingi
Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres
di Pilpres 2024 mendatang," kata Umam,
Kamis (27/10/2022).

Menurut Umam, Ketua Umum Partai
Nasdem Surya Paloh tentu sudah berhitung
dengan cermat, posisi ini. Meskipun
keputusan Cawapres diberikan pada Anies,
hampir bisa dipastikan Paloh juga ikut
memberikan saran masukan dalam
penentuan pilihan Cawapres tersebut.

terlihat bisa menghadirkan insentif elektoral
yang signifikan untuk mesin pemenangan.

Hal itu juga telah terkonfirmasi dalam
sejumlah hasil simulasi berbagai survei
nasional. Karena itu, Umam melihat, insting
politik Surya Paloh tentu sudah cukup
cermat membaca dan mensimulasikan semua
faktor-faktor tersebut. Dan pada akhirnya,
pilihan rasional cawapres pendamping Anies
itu akan segera ditentukan dan dideklarasikan
pada momentum yang tepat.

Selain itu, menurut Direktur Paramadina
Public Policy Institute ini, di hadapan koalisi,
saham politik AHY semakin menanjak.
Hal ini seiring dengan kian menguatnya

Jakarta, Khazanah-- Berbeda dengan Koalisi
Indonesia Bersatu (KIB), pertemuan Ketua
Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap
upaya mempercepat terbentuknya koalisi
pasangan calon wakil presiden (cawapres)
Anies Baswedan.

Analis politik Universitas Paramadina
Ahmad Khoirul Umam mengatakan
pertemuan antara Surya Paloh dengan AHY,
Rabu (26/10/2022) kemarin, merupakan
pematangan koalisi dan pasangan cawapres
Anies Baswedan, jelang deklarasi. Lebih
jauh lagi, menurut Umam, pertemuan

santun dan tata krama.
"Sebenarnya mungkin yang

diidentikkan dengan Jawa
pemimpin yang punya sopan
santun, punya tata krama, punya
keadaban yang itu dianggap mulia,"
ujarnya.

Namun, Mada berpendapat ada
kemungkinan hal ini bisa bergeser
karena perubahan karakter pemilih.

Terlebih, pada Pilpres 2024
mendatang ada sekitar 40 persennya
yang merupakan pemilih muda
atau milenial. Namun, mesti dilihat
lagi, apakah para pemilih muda
ini memiliki karakteristik yang lebih
rasional atau tidak, utamanya dalam
melihat identitas atau latar belakang
calon, termasuk asal suku.

"Apakah mereka memaknai
identitas itu dengan lebih rasional
atau identitas itu mereka maknai
dengan lebih primordial," kata Mada.

"Sehingga identitas tidak
kemudian menjadi pertimbangan
seperti taken for granted, tapi
pemilih menilai rasional, melihat
visi, misi, program," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mada
menyampaikan bahwa politik
identitas sangat berpotensi akan
berkembang pada Pilpres 2024
mendatang. Tak hanya soal suku,
tetapi juga terkait agama hingga
gender.

Politik identitas ini, kata Mada,
nantinya juga akan terkait dengan
strategi para pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden dalam
menggaet suara para pemilih.

"Sejauh mana paslon akan
memanfaatkan identitas itu sebagai
instrumen mobilisasi, apakah dia
akan memanfaatkan identitas itu
sebagai komoditas politik untuk
dapat suara tanpa ada punya
implikasi ke kebijakan. Atau dia
juga akan mengadvokasi kebijakan
dari identitas, ini nanti terlihat di
visi, misi, program para paslon,"
tuturnya. ryn/cnn

Jakarta, Khazanah-- Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir menyatakan dirinya tak
mungkin terpilih menjadi presiden
menggantikan Joko Widodo
(Jokowi). Sebab, kata dia, presiden
yang nantinya terpilih pasti orang
Jawa.

"Siapa pun yang terpilih jadi
presiden, yang pasti bukan saya.
Karena presiden berikutnya orang
Jawa, trennya begitu," kata Erick
dalam acara Road to G20 bersama
Himpuni.

Sebelum Erick, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi (Menko Marves) Luhut
Binsar Pandjaitan juga pernah
menyampaikan hal serupa.

Bahkan, Luhut menyebut
bahwa orang-orang dari luar Jawa
harus sadar diri jika berpikiran untuk
maju sebagai calon presiden
setidaknya dalam waktu dekat ini.

"Apa harus jadi presiden saja
kau bisa mengabdi? Harus tahu
diri juga lah, kalau kau bukan
orang Jawa," ujar Luhut saat
berbincang dengan pengamat
politik Rocky Gerung, dikutip dari
akun Youtube RGTV Channel
pada 21 September.

"Ini bicara antropologi. Kalau
Anda bukan orang Jawa dan
pemilihan langsung [terjadi] hari
ini--saya enggak tahu 25 tahun lagi-
-sudah lupain, deh. Enggak usah
kita memaksakan diri kita, sakit
hati," lanjutnya.

Peneliti Indikator Politik
Indonesia Bawono Kumoro
mengamini bahwa presiden
Indonesia hampir selalu berasal dari
suku Jawa. Bahkan, Bawono
menyebut hal ini sudah seperti
sebuah takdir politik.

Dari tujuh presiden Indonesia,
tercatat hanya BJ Habibie saja yang
bukan berasal suku Jawa. Saat itu,
Habibie diangkat untuk
menggantikan Soeharto yang

partai ini.
Tiga Syarat
DPP PKS juga membeberkan

tiga syarat atau indikator penilaian
pasangan calon presiden dan wakil
presiden dalam rencana koalisi
mereka dengan Partai NasDem dan
Demokrat.

Juru Bicara PKS Muhammad
Kholid menjelaskan, syarat
pertama pasangan capres cawapres
harus memiliki kecocokan. Kedua,
diterima oleh partai pengusung.
Terakhir, memiliki kans kuat untuk
menang.

Kholid menyebut partainya
bersama Demokrat dan NasDem
masih membahas usulan cawapres
pendamping Anies Baswedan.
Sejauh ini PKS telah mengusulkan
Ahmad Heryawan, sementara
Demokrat mengusulkan Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya kita bahas dulu kan PKS
usulkan Aher. Di PKS apalagi
prosesnya tidak mudah," kata
Kholid, Kamis (27/10).

Menurut Kholid, pembahasan
capres cawapres harus dibahas di
Majelis Syuro PKS. Termasuk
hasil pembahasan di tim kecil
mereka bersama NasDem dan
Demokrat.

Merespons usulan AHY oleh
Demokrat, Kholid mengaku
mafhum sebab setiap partai ingin
setiap kadernya maju di Pilpres.
Menurut dia, AHY memiliki
kapasitas dan elektabilitas yang
bagus. Begitu pula dengan Aher.

"Sebagaimana kami
memandang Aher juga layak
untuk dampingi Anies. Karena
kapasitas dan elektabiitasnya juga
baik. Nanti kita bahas di tim
kecil," katanya.

Sebagai informasi, usai
dideklarasikan NasDem, Anies
dibebaskan untuk memilih
cawapres pendamping dirinya.
Namun, NasDem mengisyaratkan
agar cawapres Anies tak berasal
dari partai, meski syarat itu tidak
mutlak. ryn/cnn

menjadi keputusan tertinggi di
internal PKS.

"Faktualnya kami tetap sebagai
oposisi. Keputusan MMS tetap
di luar pemerintahan. Ada atau
pun tidak ada tawaran, keputusan
MMS VII mengikat semua [bagi]
pimpinan dan anggota bahwa PKS
tetap di luar pemerintahan,"
tegasnya.

Diketahui saat ini PKS tengah
menjalin komunikasi intensif
dengan NasDem dan Demokrat
untuk membangun koalisi
bersama. Sementara NasDem telah
mendeklarasikan Anies Baswedan
sebagai bakal Capres 2024.

PKS juga sempat mengajukan
kadernya Mantan Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan sebagai
nominasi cawapres. Sedangkan,
pada saat bersamaan Demokrat
mengajukan Ketumnya Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hingga saat ini belum ada
deklarasi terkait koalisi ketiga

Jakarta, Khazanah-- Juru Bicara
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Muhammad Kholid merespons
cuitan Said Didu soal adanya
pengusaha batu bara yang
menawarkan dana besar agar tidak
mendukung Anies Baswedan
sebagai capres dari koalisi yang
sudah dijajaki Partai Nasdem dan
Demokrat di Pilpres 2024.

"Saya kira narasi Pak Said
Didu dkk ini on mission ingin
mengganggu proses pembentukan
koalisi. Saya kira itu tidak baik,"
ujar Kholid ketika dihubungi,
Kamis (27/10).

Said Didu yang merupakan
Eks Sekretaris Kementerian BUMN
menulis PKS ditawari dana besar
oleh seorang pengusaha batu bara
agar menarik dukungan dari
koalisi dengan Partai Demokrat
dan NasDem.

Cuitan itu mengutip akun
@maspiyuaja yang mencantumkan
link berita berjudul "Beredar

Kabar PKS Ditawari 2 Menteri,
Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"

"Dan kabar lain juga, bahwa
salah satu pengusaha barubara
sudah "ditugaskan" memberikan
dana besar agar menarik dukungan
[dari koalisi]," tulis @msaid_didu.

Kholid menegaskan bahwa
pihaknya telah terbiasa menerima
berbagai tawaran, termasuk jatah
menteri di kabinet. Ia
mengungkapkan PKS pernah
mendapat tawaran masuk ke dalam
pemerintahan pada periode
pertama dan awal periode kedua
Presiden Joko Widodo.

"Saya kira hal biasa aja ya
tawaran-tawaran seperti itu. Dulu
pas periode pertama dan awal
periode kedua kami juga ditawari.
Tapi kami Alhamdulilah
konsisten memilih di luar
pemerintahan," papar Kholid.

Keputusan ini menurutnya
sesuai dengan hasil Musyawarah
Majelis Syuro (MMS) yang

memenangkan pemilihan presiden.
Pengaruh Jawa bisa datang dari
jumlah suara maupun tokoh-tokoh
yang bertarung di Pilpres 2024.

"Jawa memang kunci
memenangkan kontestasi pemilihan
presiden secara langsung," ucap dia.

Pengamat politik Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN)
Wasisto Raharjo menyebut bahwa
Jawa, baik secara etnisitas dan
geografis akan selalu menjadi kunci
dalam peta kekuasaan di Indonesia.

Sama dengan Bawono, menurut
Wasisto, hal ini tak bisa dilepaskan
dari sejarah masa lalu kerajaan-
kerajaan yang ada di Pulau Jawa.

"Hal itu seolah menjadi pakem
mengingat Jawa sejak dulu menjadi
tempat lahirnya peradaban lewat
berbagai kerajaan yang itu
menyebar pengaruhnya ke seluruh
Indonesia," tutur Wasisto.

Tren Jawasentris Bisa Jadi
Bergeser

Sementara itu, pengamat politik
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Mada Sukmajati lebih melihat dari
perspektif kultural terkait dominasi
presiden dari suku Jawa ini.
Menurutnya, ada anggapan bahwa
pemimpin dari Jawa memiliki sopan

mengundurkan diri setelah 32 tahun
duduk di kursi presiden.

"Presiden Republik Indonesia
hampir selalu dari etnis Jawa,
memang telah menjadi semacam
takdir politik bagi bangsa ini sejak
dulu," kata Bawono.

Menurut dia, dominasi Jawa di
tampuk tertinggi pemerintahan tak
bisa dilepaskan dari fakta bahwa
lebih dari 50 persen masyarakat
Indonesia memang berada di Jawa.

Ia mengatakan selama puluhan
tahun, sejak zaman Orde Lama,
pembangunan di Indonesia
dominan dilakukan di Pulau Jawa.

Hal lain adalah sejarah bahwa
pada masa lampau kerajaan-kerajaan
Jawa banyak yang menjadi pusat
kekuasaan di nusantara. Ini
memberikan pengaruh bagi
kebudayaan politik di Jawa.

"Sejarah panjang kekuasaan raja-
raja Jawa sebagai pusat dari
episentrum kekuasaan nusantara
pada masa lalu memang
memberikan pengaruh besar bagi
tercipta takdir politik tersebut,"
ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut,
Bawono meyakini jawa masih jadi
faktor kuncu kunci dalam

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diisukan menerima tawaran dana dalam jumlah besar oleh seorang
pengusaha batubara asal tidak mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Tak hanya itu,
PKS juga dijanjikan dua kursi menteri asal mau gagalkan koalisi Anies. DOK

PILPRES 2024 diprediksi masih akan menjadi ruang bagi Jawa untuk
mengantarkan putranya menuju kursi presiden. Hal ini selain 50 persen
masyarakat Indonesia memang berada di Jawa, sejarah juga mencatat
bahwa presiden Indonesia hampir selalu berasal dari suku Jawa. DOK
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Polisi Bekuk Pencuri
Mesin Las dan Bor

Padang, Khazanah- Tim Klewang
Satreskrim Polresta Padang
meringkus seorang pelaku
pencurian mesin las dan mesin
bor merek Jack Hammer di
kawasan tepi Danau Cimpago,
Kecamatan Padang Barat, Senin
(24/10) lalu.

Sebelumnya, pelaku diketahui
beraksi di Pendopo Fakultas
Bahasa dan Seni (FBS) Universitas

Negeri Padang (UNP), Kelurahan
Air Tawar Barat, Kecamatan
Padang Utara pada Sabtu (22/10)
sekitar pukul 08.00 WIB.

Kepala Satuan Reskrim Polresta
Padang, Kompol Dedi Adriansyah
mengatakan, pelaku yakni
berinisial VF (37), warga Purus,
Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang.

“Kita mendapat informasi dari

masyarakat tentang tersangka. Usai
identitasnya diketahui, petugas
menyamar sebagai pembeli dan
berjanji untuk bertemu dengan
pelaku,” kata Dedi.

Saat bertemu dan yakin bahwa
itu adalah tersangkanya, tanpa
mengulur waktu, tim buru
sergapnya Polresta Padang itu
langsung menangkap pelaku.

“Kepada kami, tersangka
mengakui bahwa dirinya telah
mencuri mesin las dan mesin bor
di Universitas Negeri Padang
tersebut,” tuturnya.

Dari tangan pelaku, kata dia,
polisi menyita barang bukti
berupa mesin las dan mesin bor
merek Jack Hammer yang akan
dijual oleh pelaku.

“Saat ini tersangka dan barang
bukti diamankan di Polresta
Padang untuk dilakukan
pemeriksaan secara intensif,”
pungkasnya.   faisal

Sebanyak 990 Pelaku
Usaha Terima Bantuan
Padang, Khazanah- Sebanyak 990
orang pelaku usaha kecil
menengah (UKM) di Kota Padang
mendapatkan bantuan peralatan
berupa kulkas, showcase, blender,
kompor gas dan alat pendukung
produksi lainnya.

Bantuan tersebut bersumber
dari dana hibah anggota DPRD
Kota Padang melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) Kota Padang.

Bantuan tersebut diserahkan
oleh Wali Kota Padang, Hendri
Septa bertempat di Palanta Rumah
Dinas Wali Kota Padang, Rabu
(26/10) kemarin.

“Alhamdulillah atas nama
Pemko Padang kita tentunya
mengucapkan terima kasih kepada
anggota DPRD Kota Padang yang
telah menyalurkan dana Pokirnya
(pokok pikiran) buat warga Kota
Padang,” ujar Hendri Septa.

Ia menambahkan, ada 3.200
unit barang dengan 157 jenis yang

diserahkan buat warga Kota
Padang. Hendri berharap agar
bantuan yang diberikan ini dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kota Padang yang
inklusif.

Wako Hendri Septa
menambahkan, para pelaku usaha
mikro di Kota Padang memiliki
peranan penting dalam
menggerakkan ekonomi
masyarakat Kota Padang.

Dia mengatakan, jumlah pelaku
usaha mikro binaan Kota Padang
sampai Desember 2022 berjumlah
41.325 dari 78.355 jumlah pelaku
usaha mikro yang terdata.

“Jumlah yang cukup besar,
inilah salah satu motor penggerak
ekonomi masyarakat Kota Padang
yang harus kita bantu dan dukung
secara terus menerus,” ucapnya.
 faisal

Sosialisasi TKDN Transaksi
Belanja Katalog Lokal di Pemko
Padang, Khazanah - Jajaran
Pemerintah Kota (Pemko) Padang
menerima sosialisasi terkait tata
cara penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dan percepatan transaksi belanja
katalog lokal di Kota Padang.

Sosialisasi tersebut
disampaikan oleh Direktur
Pengembangan Sistem Katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Yulianto Prihandoyo yang hadir
di dalam Rapat Staf Bulanan
Jajaran Pemko Padang di Gedung
Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai
Kota Padang, Kamis (27/10/2022)
pagi.

Rapat staf bulanan tersebut
dipimpin Wali Kota Padang Hendri
Septa dengan diikuti Sekda
Andree Algamar bersama para
Asisten, Staf Ahli serta seluruh
pimpinan OPD dan Camat se-Kota
Padang.

Yulianto Prihandoyo
menyampaikan, sosialisasi ini
penting dilakukan mengacu
Instruksi Presiden Joko Widodo
No. 2 Tahun 2022 tentang
pengoptimalan pengadaan barang/
jasa pemerintah guna mendorong
tercapainya tujuan pembangunan
dan menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia (GNBBI).

“Tujuan utamanya adalah
untuk peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, peningkatan
porsi UMK dan koperasi sekaligus
percepatan penyerapan APBN/
APBD,” ujarnya.

Berikutnya sambung dia,
sesuai arahan Presiden juga telah
mendorong kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah agar
belanja produk UMKM. Begitu
pula mewajibkan penggunaan
katalog elektronik (e-katalog).

“E-katalog adalah aplikasi
belanja online yang
dikembangkan oleh LKPP yang
menyediakan informasi berbagai
macam produk dari berbagai
komoditas yang dibutuhkan oleh
pemerintah. E-katalog ini menjadi
“peluru” dalam sistem pengadaan
pemerintah, karena akan

mendorong organisasi pemerintah
baik di pusat maupun daerah
dalam pengadaan barang dan jasa
dalam negeri. Kita berharap
Pemerintah Kota Padang dapat
mengimplementasikannya dengan
baik,” harapnya.

Lebih jauh Direktur
Pengembangan Sistem Katalog
LKPP juga memaparkan sekaitan
perubahan kebijakan belanja
Pemerintah RI atas arahan Presiden
dengan total belanja sebanyak
Rp1.100 triliun. Sasarannya
adalah untuk mendukung UMK
koperasi, pemerataan ekonomi,
terintegrasi dan terdigitalisasi serta
mudah diakses dunia usaha.

“Manfaat pengadaan barang/
jasa melalui aplikasi e-katalog
antara lain pengadaan dapat
berlangsung cepat, mudah,
transparan serta tercatat secara
elektronik. Dan masih banyak lagi
manfaat lainnya tentunya,”
pungkas Yulianto.

Pada saat yang sama Wali
Kota Padang Hendri Septa
menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada Direktur
Pengembangan Sistem Katalog
LKPP Yulianto Prihhandoyo yang
telah memberikan sosialisasi bagi
jajaran Pemko Padang terkait tata
cara penghitungan TKDN dan

percepatan transaksi belanja
katalog lokal.

“Kita berharap, melalui e-
katalog ini akan memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi
para pelaku usaha khususnya
yang ada di Kota Padang. Hal
ini juga sesuai arahan bapak
Presiden yang meminta setiap
kepala daerah untuk
menggerakkan produk lokal
secara optimal,” ungkapnya.

Selanjutnya Wako Hendri
membeberkan, untuk penggunaan
produk lokal sejatinya sudah
dilakukan sejak lama di Kota
Padang. Diperkirakan sudah
mencapai angka 82 persen, meski
untuk pencatatannya di e-katalog
tidak sepenuhnya dikarenakan
beberapa hal.

“Kita di Kota Padang siap
mensuport arahan bapak Presiden
terkait penggunaan e-katalog ini.
Alhamdulillah, hari ini kita
mendengarkan sosialisasi terkait
dari Direktur Pengembangan
Sistem Katalog LKPP. Banyak
sekali informasi dan ilmu-ilmu
yang kita dapatkan. Semoga
dengan itu Kota Padang akan
lebih optimal lagi dalam
penggunaan e-katalog tersebut,”
tukas Wali Kota mengakhiri. 
faisal

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Hendri Septa Kunjungi
Kapolda Sumbar yang Baru

juga mengharapkan terus
terjalinnya sinergitas Polda Sumbar
dengan seluruh pemerintah daerah
di Sumbar.

“Dengan sinergitas itu semoga
kita selalu mampu menjaga
keamanan dan kenyamanan di
tengah masyarakat. Begitu juga
melakukan berbagai kegiatan
positif dan mengantisipasi hal-
hal yang tak diinginkan tentunya,”
tukuknya mengakhiri.

Usai pertemuan Kapolda
Sumbar dan Wali Kota Padang
melanjutkan makan siang bersama
di salah satu rumah makan di Kota
Padang.

Dalam kesempatan itu hadir
mendampingi Wali Kota Padang
diantaranya Kepala Dinas PUPR
Tri Hadyanto, Kabag Umum
Bobby Firman serta Kabag
Prokopim Amrizal Rengganis. 
faisal

Padang, Khazanah - Memperkuat
sinergi dan kolaborasi, Wali Kota
Padang Hendri Septa dan jajaran
melakukan kunjungan silaturahmi
dengan Kapolda Sumatera Barat
(Sumbar) Irjen Pol Suharyono,
Kamis (27/10/2022).

Sebagaimana diketahui,
kunjungan tersebut sekaligus
sambutan selamat datang dari
jajaran Pemerintah Kota (Pemko)
dan warga Kota Padang bagi Irjen
Pol Suharyono yang resmi dilantik
sebagai Kapolda Sumbar sejak
18 Oktober lalu itu.

Sebelum diangkat jadi
Kapolda Sumbar, jabatan terakhir
jenderal bintang dua itu adalah
Penyidik Utama Bareskrim Polri,
Departemen Penyidikan Sektor
Jasa Keuangan, Otoritas Jasa
Keuangan. 

“Atas nama pribadi dan
Pemerintah Kota Padang, kami
mengucapkan selamat bagi Pak

Irjen Pol Suharyono selaku
Kapolda Sumbar yang baru.
Pemko Padang insya Allah siap
bersinergi dan berkolaborasi,
semoga bapak sukses memimpin
jajaran Polda Sumbar ke depan,”
imbuh Wali Kota Padang dalam
acara pertemuan yang
dilangsungkan di Ruang Kerja
Kapolda Sumbar itu.

Bak gayung bersambut
Kapolda Sumbar Irjen Pol
Suharyono juga menyampaikan
terima kasih dan apresiasibya
kepada Wali Kota Hendri Septa
dan jajaran yang telah melakukan
kunjungan silaturahmi bagi
dirinya.

“Terima kasih Pak Wali.
Kunjungan ini luar biasa, menjadi
spirit bagi saya tentunya,” ungkap
Kapolda didampingi Kapolresta
Padang Kombes Pol Ferry Harahap
di saat itu.

Selanjutnya Kapolda Sumbar

KERJA SAMA DIPERBARUI

Pemko Terima Rp1 M dari PA
Padang, Khazanah- Pemerintah Kota
(Pemko) Padang memperbarui kerja sama
dengan PT Intigriya Primasakti selaku
pengelola Plaza Andalas (PA) Padang.

Perjanjian kerja sama perihal
pengembangan eks Terminal Lintas Andalas
sebagai pusat perbelanjaan itu disambut
baik oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Hendri mengaku telah melihat komitmen
yang kuat PT Intigriya Primasakti dalam
pengembangan Plaza Andalas sebagai salah
satu pusat perbelanjaan modern di Kota
Padang.

“Alhamdulillah, hampir 10 tahun kerja
sama Pemerintah Kota Padang dengan PT
Intigriya Primasakti berlangsung, kali ini
perjanjian kerja sama terkait pembuatan
addendum III, berisikan komitmen baru
peningkatan tarif royalti kepada Pemko
Padang,” kata Hendri Septa, Selasa (25/
10).

Hendri menilai langkah kerja sama kali
ini menguntungkan bagi Plaza Andalas
dan Pemko atau masyarakat Kota Padang.
Apalagi dalam kerja sama ini ada kenaikan
royalti, sebelumnya hanya Rp240 juta,

menjadi Rp1 miliar lebih per tahun.
“Kita tentu berharap nilai plus yang

diberikan bagi Pemko Padang ini dapat
dipergunakan sebaik-baiknya buat
pembangunan di Kota Padang,” ujarnya.

Ia juga menekankan Pemko Padang akan
bersinergi memajukan dan meningkatkan
daya tarik Plaza Andalas, sehingga
pengunjungnya akan lebih ramai lagi.

“Biasanya, omzet penjualan per harinya
Rp100 juta, kita harapkan bisa meningkat
dari capaian itu tentunya,” imbuhnya
bersemangat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur
Utama PT Intigriya Primasakti, Achmad
Luthfi Prawirayudha berharap melalui
perjanjian kerja sama tersebut, akan terjadi
peningkatan bagi Plaza Andalas ke depan,
baik dalam jumlah pengunjung maupun
transaksi keuangan.

“Kita berterima kasih kepada pak wali
dan jajaran yang menyatakan siap
mendukung kemajuan Plaza Andalas ke
depan. Apapun ide dan gagasan yang kita
terima Insyaallah siap kita
implementasikan,” katanya.   faisal
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